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RlNGKASAN 

Oalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk 
menyelenggarakan fungsi pemerintahan secara lebih terbuka dan bertanggung jawab untuk 
mewujudkan demokratisasi dan kesejahteraan masyarakat. Oi tengah proses demokratisasi 
yang demikian, maka kepentingan publik untuk mendapatkan akses infonnasi agar lebih bisa 
menentukan partisipasi dan pilihan-pilihan politik ekonominya, sangatlah penting 
kedudukannya. 

Salah satu strategi yang penting untuk mendorong proses ini adalah pengembangan 
kebebasan pers di daerah yang berkualitas, sehat dan menjangkau kebutuhan masyarakat luas 
di wilayah tersebut Masalahnya, selain dibawah kepemilikan Kelompok Kompas Gramedia 
(KKO) dan Jawa Pos Orup, sebagian besar industri pers di daerah sangatlah mengandalkan 
keberlanjutannya dari pembiayaan negara (APBD). Itu sebabnya, pengaruh struktural dan 
kapital yang demikian tentunya akan sedikit banyak mempengaruhi jaminan kebebasan pers 
lokal. Di sisi lain, pers dan pekerjaan jurnalisme kerapkali dihadapkan oleh kekerasan dan 
kontrol politik lokal melalui kebijakan daerah, sehingga situasi ini diperkirakan akan 
mengganggu kualitas demokratisas~ utamanya di tengah transisi politik otonomi daerah. 
Dengan konteks yang demikian, maka penelitian ini diarahkan untuk melihat dan 

enganalisis berbagai kemungkinan pengembangan kebebasan pers serta hak atas akses 
informasi publik, dikaitkan dengan kebutuhan untuk menjawab proses demokratisasi lokal. 
enelitian ini membatasj pada kurun waktu setelah berlakunya Undang-Undang Nomer 40 
&hun 1999 tentang Pers (UU Pers) dan menggunakan pendekatan socio-Iegal agar 
endapatkan gambaran baru yang Jengkap mengenai bekerjanya sistem hukum pers dan 

tonomi daerah secara nasional serta memberikan perspektif pengembangan kebebasan pers 
jaminan hak konstitusiona~ khususnya hak atas akses informasi. 

ata kunc': Kebebasan pers, hak atas akses infonnas~ otonomi daerah, demokratisasi 
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BABIPENDAHULUAN 

Latar belakang 

Konfigurasi struktural dan kapital tentulah berpengaruh dalam pelbagai kehidupan sosial 

kemasyarakatan. Tidak terkecuali dalam melihat industri media di Indonesia seeam nasional. 

Industri media sendiri hanya dikuasai oleh sedikit pemain. Pemain besar, seperti Kelompok 

Kompas Gramedia (KKG) dan Jawa Pos Grup, telah merajai kepemilikan media di tingkat 

nasional hingga lokal. Sementara ada pula yang cukup kuat bertahan sebagai media di daemh, 

seperti Pikiran Rakyat (Bandung), Waspada (Sumatem Utara), Suara Merdeka (Semarang) 

Kedaulatan Rakyat (Y ogjakarta) dan Bali Post (Bali). Sisanya, masih menjadi bagian dari 

KKG maupun Jawa Pos Grup. 

erdasarkan data Serikat Penerbit Sumtkabar (SPS) Pusat pada tabun 2006 (Media Directory, 

007) menyebutkan, keseluruhan penerbitan pers di Indonesia sebanyak 889 penerbit. 

enerbitan yang berbasis di lakarta tercatat 393 penerbit, lawa non-Jakarta sebanyak 142 

uab, dan luar Jawa sebanyak 354 penerbit. Distribusi penerbitan pers tidaklah memta, 

aren~.lakarta telah menyumbang pasar sirkulasi sebesar 71 persen atau setara dengan 12,521 

uta eksemplar. Sedangkan sisanya, 29 persen, baik di Jawa non-lakarta maupun di luar Jawa 

rjumJah 4.885 juta eksemplar. 

i1a peta industri media yang demikian, kita dapat merefleksikan atas setidaknya dua hal: 

ertama, ketimpangan distribusi media cetak ini adalah cennin dari kesenjangan distribusi 

e onomi seeara makro di negeri ini. Meskipun jumJah pemain media cetak di luar Jakarta 

asih sangat besar, namun sumbangan ekonomi (dalam bentuk oplah maupun iklan), tak 
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lebili dari sepertiga pasar Jakarta (Wikan 2007: vii). Kedua, fungsi pers yang memberikan 

pengawasan dan pendidikan bagi masyarakat menjadi kurang kuat, terutama di daerah-daerah 

yang akses infonnasinya terbatas. Selain itu, tekanan terbadap pers yang profesional menjadi 

lemah. Dari sisi in~ maka proses kontrol publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di 

daerah menjadi kurang seimbang. 

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk 

menyelenggarakan fungsi pemerintahan secara lebih terbuka dan bertanggung jawab untuk 

mewujudkan demokratisasi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah proses demokratisasi 

109 demikian, maka kepentingan publik untuk mendapatkan akses infonnasi agar lebih bisa 

enentukan partisipasi dan pilihan-pilihan politik ekonominya, sangatlah penting 

enelitian ini berangkat untuk menjawab lembaran kosong atas persoalan tersebut, yakni 

emetakan peluang-peluang kebijakan hukum dalam rangka pengembangan kebebasan pers 

hale atas akses infonnasi publik bagi proses demokratisasi otonomi daerah. 
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BAB n STUDI PUSTAKA 

Bagian ini akan berangkat menjelaskan landasan teoritik pendeskripsian kebebasan 

berekspresi, sebagai sumber atau landasan kebebasan pe~ sebagaimana ditegaskan dalam 

Pasa( 28 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, menjelaskan posisi penelitian ini terbadap 

studi-studi kebebasan pel'S yang pemah dilakukan di Indonesia. 

Untuk memahami kebebasan pe~ maka perlu dipahami pula landasannya, yakni kebebasan 

berekspresi. Definisi yang diberikan oleh seorang filosof hukum dan ahli hokum hak asasi 

manusia, David E Guinn (2005) menyatakan bahwa kebebasan berekspresi harus dikaitkan 

dengan fungsinya, dan dari titik ini kemudian akan terbantu dengan suatu definisi yang 

operati( atau seringkali disebut sebagai 'working definition '. Menurutnya, ada dua cara 

emahaminya, pertama mendeskripsikan elemen atau karakteristik perilaku, meliputi: 

omunikasi, infonnasi, dan pengaruh. Komunikasi berarti ekspresi, yang berarti melibatkan 

ebili dari seorang. Dua elemn dasar ekspresi memerlukan hak-hak protekti( yakni hak untuk 

engekspresikan dan hak untuk mendengar ekspresi tersebut S80gat mungkin, keduanya 

idak setara derajat perlindungannya di saat yang sama. Infonnasi temit dengan objek 

omunikasi, baik menyediakan atau menerima infonnasi, baik secara oral maupun tertulis. 

engaruh (persuasion) adalah upaya untuk mengubah realitas atau posisi penerima ekspresi. 

ontoh pengaruh adalah suatu argument rasional yang mencoba meyakinkan pendengar 

engikuti posisi pembicara, cerita, praktek ritual, atau praktik artistic (Guinn 2005: 3-4). 

ara memahami ekspresi yang berikutnya adalah mempertimbangkan bagaimana fungsinya 

alam konteks sosial. Kemungkinannya terbagi dua, fokus pada individual ataukah sosial. 

ungsi pertama ekspresi hanya melayani kebutuhan individu atau dirinya sendiri, yang kerap 
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terkait dengan fungsi aktualisasi identitas diri. Dalam konsep ini, mencenninkan kepentingan 

kepentingan liberal dasar individu, yang mana negara tidak boleh mencampuri urusan 

pribadi. Fungsi kedua ekspresi adalah untuk memajukan sejumlah aktifitas sosiaI atau 

kebijakan masyarakat (Guinn 2005: 4-6). Fungsi sosiaI ini diperlukan untuk mendorong 

ruang publik dan potensi beragam ekspresi. Hal ini penting bahwa tekanan terbadap 

kebebasan berekspresi memiliki efek buruk, karena hal tersebut akan memungkinkan dan 

memperbesar penguasa eksis tanpa kontrol atau pengawasan publik. 

Pemikiran lainnya, Larry Alexander (2005: 7-11), telah menulis suatu buku yang cukup 

provokatif, Is there a right of freedom of expression?, berpendapat bahwa ada tiga poin 

terkait dengan kebebasan berekspresi. Pertama, kebebasan berekspresi meliputi semua media 

komunikasi. Ini berarti kebebasan bereskpresi sebagai kebebasan berkomunikas~ dan tidak 

sedikitpun media boleh dibatasi. Kedua, kebebasan berekspresi sebagai s08tu hak asasi 

manusia, lebih masuk akaI sebagai hak audiens/penerima ekspresi dibandingkan hak 

pembicara. Dengan mempertimbangan bahwa kebebasan berekspresi tidak hanya hak 

pembicara, tetapi juga hak audieD, makan kebebasan pers tidak hanya menjadi hak jumalis 

atau pemilik media, tetapi juga hak public untuk mendapatkan infonnasi yang terpercaya dan 

berkualitas. Ketiga, kebebasan berekspresi dipengaruhi oleh tujuan pemerintah dalam 

menekan ekspresi dibandingkan oleh dampak ekspresi tersebut. Terkait dengan hal ini, 

Alexander mengemukakan Jima prinsip untuk menentukan batasan kebebasan berekspresi. 

ntuk menguji batasan-batasan, tentunya akan lebih menarik bilamana dirujuk dari kasus­

s nyata yang terjadi di masyarakat. Kebebasan berbicara dan kebebasan pers sering 

irujuk sebagai bag ian dari kebebasan berekspresi, dan keduanya terkait. Mempertimbangkan 

rs dalam segala variasinya sejak beberapa ratus tabun lalu, kita akan dipuaskan bahwa 
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secara keseluruhan kebebasan pers telah memajukan nilai-nilai kebebasan untuk 

berbicara/menyampaikan pendapat (Lichtenberg 1987: 348). Dan, kebebasan untuk berbicara 

melindungi komunikasi dari ide-idenya and keyakinan untuk suatu audien lebih luas melalui 

media cetak, broadcasting, maupun internet (Meyerson 2001: 295, 298). Meyerson (2001: 

299) menyatakan bahwa pers sebagai institusi sosial juga memainkan suatu peran unik dalam 

menginfonnasikan pada publik, membentuk opini publik, dan mengawasi penyimpangan 

kekuasaan pemerintah. Peran unik ini digagas dengan istilah "the Fourth Estate": pers 

bertindak sebagai pilar keempat, pengawasan yang bersifat unofficial terhadap ketiga cabang 

kekuasaan pemerintahan (eksekutif, legislatif dan yudisial). Pers, selain mempromosikan hak­

hak sipil dan politik serta kebebasan sipil, pula berkontribusi untuk menyeimbangkan 

kekuasaan dan mengawal pembangunan ekonomi politik, karena pers dapat 

merepresentasikan publik dalam mengawasi dan memahami jejak kebijakan-kebijakan 

egara. Dalam soaI ini, Gunaratne (2002) juga mengutip Asante, yang menegaskan 

definisian kebebasan pers yang ditandai dengan abseimya pembatasan oleh pemerintah, 

engemukakan otonom~ serta kemampuan melayani sebagai 'the fourth estate' yang akan 

enyeimbangkan tiga cabang resmi kekuasaan pemerintahan. 

ebebasan pers dapat ditinjau pula dari berbagai perspektif yang dikontekstualisasi oleh 

istem sosial politik. Hal ini dikemukakan oleh Oloyede (2005: 101) menjelaskan dalam 

mal, tanpa melihat keragaman ideologinya dalam sistem sosial politik di dunia, kebebasan 

rs merupakan suatu hal yang tak terpisahkan dari kebebasan berekspresi sebagai suatu 

nomena universal hari ini, terutama dalam konteks pembangunan hukum. Dalam 

dan tekanan terhadap jurnalis dan pemilik media yang 

engancam kebebasan pers, seperti pemberangusan pers, kriminalisasi, intimidasi hingga 

mbunuhan terhadap jumalis adalah sejumlah isu yang membatasi kebebasan pers. 
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Ancaman ini tidak hanya dating dari pemerin~ tetapi juga datang dari paramiliter atau 

preman, sebagairnana banyak terjadi dalam kasus di Indonesia 

Kebebasan pelS tidaklah monolitik sifatnya Sebagaimana dikemukakan oleh Hachten and 

Scotton (2002), semua sistem pelS merefleksikan sistem ekonomi dan politik suatu bangsa 

dirnana ia beroperasi. Meskipun kerangka nonnative kebebasan pelS sarna, namun kebebasan 

pelS berlangsung secara beragam, bergantung pada konteks politik dan ekonominya Terkait 

dengan hal ini, tidaklah mengejutkan melihat kebebasan pelS di Indonesia, atau mungkin di 

banyak negara-negara Asia lainnya telah menunjukkan situasi khusus dan beragam (Romano 

2003; Gunaratne 2003). 

Terkait dengan konteks politik, dalam buku yang sangat populer 'Four Theories of the 

ress', Siebert, Peterson and Schramm (1956) menjelaskan paradigm dominan dalam 

enganalisis sistem media global dan level kebebasan pers ke dalam empat tipe, (1) 

toritarian; (2) libertarian; (3) model Soviet dan (4) pertanggungjawaban sosial (the social 

ponsibility). Sementara Oloyede (2005) memperkenalkan sedikit berbeda mengenai sistem 

ni, yakni membaginya tiga sistem sosial politik: (1) the capitalist liberal democracies of 

orth America and Western Europe; (ii) the socialist system, dan (iii) the developing world. 

ngan menggunakan pendekatan yang berbeda, Romano (2003) dan Jiafei Yin (2003) 

emperkenalkan suatu analisis yang lebih kontekstual dengan dinamika lokal untuk 

emberikan gambaran kebebasan pers. Analisis ini berbeda titik berangkatnya dengan 

andangan Gunaratne yang menggunakan teori sistem dunia, namun mendekatkan dengan 

rspektifteori Siebert atas kebebasan pers. 
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Romano (2003) memperkenalkan peran budaya politik untuk memhami konteks atau situasi 

yang mempengaruhi kebebasan pers. Ia mencontohkan budaya politik baru pasca jatuhnya 

Soeharto, yang menunjukkan masa Habibie dan Wahid yang dikarakterkan oleh reportase 

dinamis dan meningkatkan kebebasan untuk beserikat dan berkumpul. Tren tersebut 

diperkuat oleh rejim Megawati yang pula membentuk struktur politik baru. Hal-hal demikian 

sangat mendorong liberalisasi jumalisme dan sistem politik yang lebih terbuka, sehingga pers 

kian menguat (Romano 2003: 174). Meskipun demikian, pergeseran teJjad~ pers breidel 

misalnya, dulu lebih banyak dilakukan oleh negara, namun kini justru dilakukan oleh milisi­

milisi atau kelompok sipiI masyarakat. Sayangnya, negara justru tidak hadir secara kokoh 

melindungi pers. 

iafei Yin (2003) juga telah menulis perspektifkebebasan pers dari perspektif lokal, dan tidak 

elakukan generalisir sebagaimana dilakukan oleh empat teorinya Siebert Menurutnya, 

ebebasan pers memerlukan teori baru yang lebih akurat, khususnya untuk melihat 

eterkaitannya dengan situasi yang kompleks di Asia atau di sejumlah negara dunia ketiga. 

oeri baru kebebasan pers yang diarahkan untuk melihat dari konteks lokal telah melibatkan 

udaya politik, yang nampakjelas tidak sesuai lagi dengan perspektifSiebert 

tas sejumJah kepustakaan di atas, penelitian ini akan melihat secara lebih mendalam 

ekeJjanya hukum pers, terutama menjelaskan kebebasan pers dan hak atas akses informasi 

ijaJankan dalam konteks demokratisasi otonomi daerah. Konteks sosial politik lokal, 

t ntunya memiIiki warna yang beragam dalam mewujudkan demokrasi di tingkat daerah, 

g kerapkaJi tidak terbaca dan dibayangkan secara baik oleh pengambiJ kebijakan di 

t ngkat nasionaJ. 
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akscs informasi publik dcngan dcmokratisasi otonomi daerah, apalagi meninjaunya seearn 

khUsus dan sUd Lit panddrig IHikUrh. DistrtltSi hUkum yang dipertahankan di UniVerSitas 

Airlangga, Sam sui Wahidin. yang telah dibukukan dengan judul Hukum Pcrs (2006), sarna 

sekali tidak menyinggung mengenai hubungan ini. Satu-satunya dokumen penelilian yang 

mengungkap hubungan ini pemah dilakukan oleh Marlon F. Hutajulu (2007). yang 

dibukukan dengan judul, Pers yang Sella! Mendorong Otonomi Daerah yang Se"OI. 

Penclitian ini te lah memberikan deskripsi situasi loka! secara baik d i 6 wilayah. yakni di 

Sumatera Utara. Sulawesi Sciatan, Jawa Tengil.h, SUmillcra Barat. Jawa Barat dan Jawa 

Timur. Namun, alur penelitian ini lebih berfokus pada media-media tertentu di tiap propinsi, 

an kurang berfokus pada kebijakan-kebijakan atau instrumcntasi hukum loka!. Kcterbatasan 

nelitian ini juga karena membuat lompatan preskriptif atas deskrips i konteks lokal tanpa 

emberikan analisis eksplanatifyang memadai. 

ang menarik, justru anal isis-anal isis lokal media dan bekerjanya hukum yang mengancam 

ebebasan pers yang diangkat dan kasus-kasus lokal dan kescharian kchidupan pcrs, sepc rti 

ang ditu lis Upi Asmaradhana (2008), Pengkhianalan Jllrnalis, S;si Gelap Jurnalisme Kila; 

bdullah B (2001), Komps; da/am Lipufall Pers; dan Eriyanto (2003) Media dall KOlljlik 

mbon. 

enting pula untuk mengelengahkan masalah ini dari sudul pandang hukum. Kebebasan pers, 

Jau kemerdekaan pcrs sebagaimana disebut dalam UU Pers 1999, adalah sa lah salu wujud 

Tdaulatan rakyat yang sangat pcnt ing untuk menciptakan kehidupan bcrmasyarakat, 

rbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengc luarkan pikiran dan 
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pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin.1 

Penegasan kebebasan pers sebagai perwujudan kedaulatan rakyat ini berasaskan prinsip-

prinsip demokras~ keadilan, dan supremasi hukum. 

Pilda pasal 4 UU PetS diiiyiltilkiui: 

I. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara 

penyiaran. 

3. Uiituk meiijilmiii kemeJ'dekililii pets, pel'S tiasi6nal mempunYili hak meiicari, meiiiperoleh 

dan menyebarluaskan gagasan dan infonnasi. 

. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai 

haktolak. 

alam konsep ketatanegaraan, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, pers hadir 

agai 'the fourth estate of democracy', sehingga meqjadi sangat penting kedudukannya 

lam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Oleh sebab iill, 

emokratisasi memerIukan proses kontrol atau pengawasan yang kuat dan seimbang dari 

asyarakat. Selama ini studi-studi ketatanegaraan hanyalah berfokus pada tiga cabang 

ekuasan ala Montesquieu, yakni pilar eksekutit; legislatif dan kekuasaan yudisial 

radilan). Sedangkan gagasan eksploratif pengembangan pemikiran pilar keempat melalui 

elembagaan pers, kurang begitu diperhatikan. Padahal, dalam mendorong proses 

emokratisasi, terutama di negara-negam post-aiithoriUirian (pasoa otoritarian) sebagaimana 

donesia setelah tahun 1998, sangatlah membutuhkan kontrol atau pengawasan efektif dari 

I scana memasukkan ide kebebasan pers sebagai hak-hak dasar atau hak dalam komtitusi telah diupayakan 
·ak sidang BPUPKI di tahun 1945, kemudian berIanjut dalam sidang Konstituante 1956-1959. Namun sayang, 

g gasan tersebut dimentahkan, akibat Soekamo mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (Wiratraman 2(09). 
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masy~t agar pemeriiUM tidil{ kembali daJam sistem Otoriwiati. Apalagi, bagi masyarakat 

Indonesia yang baru menginjak satu dasawarsa belajar sistem demokrasi pasca otoritarian ini. 

Lahimya UU Pers dan UU Pemerintaban Daerah di tabun yang sam~ tabuo 1999, 

memperlihatkan situasi politik yang meoarik untuk didalami dan dipelajari lebih jauh, 

terutama bagaimana bekerjanya hukum pers dalam menjalankan fuogsinya untuk mengawal 

proses demokratisasi lokal otonomi daerah. Ada sejumlah alasan, mengapa studi penelitian 

ioi meojadi penting. 

Pertama, otonomi daerah yang bergulir sejak terguliognya Soeharto, yang kemudian melalui 

Undang-Uodang Pemeriotahan Daerah 1999, dan diubah melalui Undang-Undang Nomer 32 

Shun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah melahirkan suatu tatanan bam demokrasi di 

iogkat lo~. Persoalanny~ tidak semua proses transfonnasi desentralisasi terjadi secara baik 

bertanggung jawab. Budaya birokrasi yang tidak transparan diserlai dengan praktek suap 

kompsi di daerah, secara tidak langsung mengganggu kehidupan politik ekonomi daerah 

ang kian baik. Program good governance pun tidak berjalan sebagaimana mestinya, terbukti 

engan masih banyaknya kompsi di daerah, deogan melibatkan pemain elit politik loka~ 

eperti GubernurlBupatiIWalikota, pimpinanlanggota DPRD, dan sejumlah birokrat lokal. 

engawasan secara internal dirasakan tidak cukup efektif; sehingga diperlukan pengawasan 

temal, terutama masyarakat Dalam rangka mendorong pengawasBn ekstemaI yang 

mikian, maka kebutuhan akan akses infonnasi yang layak meojadi peoting, tennasuk 

engembangkan kebebasan pers dan jauh dari tekanan politik dan kekerasan sipil 

s bagaimana yang banYak terjadi dalam kumn waktu refonnasi sekarang ini. 
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Kedua, peiigembafigan kebebasan pers dan hlik alas akses iilformasi publik akail meilciptakail 

proses pendewasaan politik, baik di tingkat aparatur negara maupun di masyarakat. Keduanya 

diharapkaii meiijembabiiii l{omufiiIWi politiR, sehitigga mempetkuat kapasitas masyarWt 

untuk Iebih memahami bagaimana proses pertanggungjawaban publik terjadi, termasuk 

mertghiftdari kortflik paUtik kekerasan yang cukup dOminaii dipertgatubi oleh paramiliter 

(preman, atau kelompok bayaran). Kecenderungan masyarakat menggunakan cara kekerasan 

dalam meiiyikApi pemberitMn media adalilh Willi satu masalah yang dominan terjadi di 

daerah. Sementara di sisi lain, kebebasan pers menuntut pula sebuah profesionalitas yang 

... endotong komuiiikaSi politik dart tetlakSananya furtgsi-fungsi pets seeam lebih bertartggung 

awab, agar tidak. menciptakan paradoks atau penyimpangan yang merugikan kepentingan 

asyarakat luas (Shaffat 2008; LBH Pers 2007). 

etiga, kecenderungan penggunaan kekerasan yang terus terjadi terhadap kerja-kerja 

urnaiisme, termasuk pembatasan akses infonnasi publik. Berdasarkan data yang 

ikumpulkan oJeh LBH Pers sejak tahun 2003-2009 menunjukkan bahwa kekerasan terhadap 

lis terus menerus terjadi setiap tahunnya. Bila dibandingkan dengan masa Soeharto, 

asa pasca Soeharto lebih memperlihatkan kekerasan, baik nsik maupun non tisik, 2 semakin 

anyak diJakukan oleh preman bayaran atau kelompok sipiJ, baik itu dating atas perintah elit 

litik lokal atau juga pemilik modal yang berkuasa di daerah. Meninggalnya jumalis Harlan 

dar Bali, Anak Agung Gede Sagus Narendra Prabangsa, yang diduga dilakukan oleh 

usrama, anggota DPRD Bangli dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (LBH Pers 

2 ekerasan fisik bisa berupa penganiayaan, pemukulan, pengeroyokan, pelemparan, sedangkan kekerasan non­
fi ik bisa berupa pengusiran. larangan peliputan, intimidasi, perampasan dan perusakan alat jumalisme dan 

3 . alam perkembangan kasus yang diselidild Polda Bali, kasus ini juga memanggil sejumlah pejabat, termasuk 
B pati Bangli. I Nengah Arwana. 
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Kcempat, independensi pers atau problem pers yang professional atau bertanggung jawab 

masih rendah di tingkat daemh. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, ketergantungan pers 

daemh atau lokal terhadap belanja pemerintah daerah, menycbabkan kemandirian pers lokal 

cenderung lemah. Tidak begitu mengherankan bilamana pers lokal akan merasa kehilangan 

bila penerbitannya tidak lagi leluasa menerima iklan-iklan tender proyek pemerintah sebelum 

muneul Perpres No. 8 Tabun 2006 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Presiden No. 

80 Tabun 2003, Pasal I, Nomer 23, dan Pasal 4A, yang intinya mengatur tentang pengadaan 

bamngljasa pemerintah melalui pengumuman seeam terbuka di media massa tersebut. Oleh 

ebab itu memb08t media cetak tidaklab sukar, karena sejak berlakunya UU Pers 1999, 

raktis tidak memiliki bambatan regulasi yang berarti. Seseomng yang memiliki modal yang 

ukup dan membuat badan hukum tertentu, sudah bisa membuat perusahaan pers. Namun di 

bersamaan, tidak sedikit pers lolcal yang menggadaikan profesionalismenya hanya untuk 

engejar keuntungan politik dan ekonomi tertentu. 

a1isis perkembangan hukum serta kebijakan lolcal terkait kebebasan pers dan jaminan hak 

tas akses informasi dalam konteks politik otonomi daemh yang demikian, menjadi s08tu 

~ian yang sangat penting bagi proses pemajuan hak-hak asasi manusia dan menegaskan 'the 

urth estate of democracy' dalam membangun sistem politik ketatanegaraan di Indonesia. 

tas dasar hal tersebut, keutamaan penelitian ini, selain menjawab tantangan empirik 

rsoalan hak asasi manusia, pula akan mengisi 'Iembamn kosong' studi mengenai relasi 

bebasan pers dan hak atas akses informasi publik dalam konteks otonomi daerah. 

dangkan hasil studi atau penelitian pendahuluan akan menjadi rujukan atau pintu masuk 
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bagi eksplorasi leblh jauh analisls pengembangan kebebasan pers dan hak atas akses 

infonnasi dalam kerangka menghasilkan penelitian yang preskriptif. 
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BAB m TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Tajnan Khusns 

Dengan laW' bel8kilrig yang demikian, mili penelitian irii see&n\ khusus ditujukilrt untukt 

I. Mendapatkan hasil analisis relasi kebebasan pers serta hak atas akses infonnasi publik 

dengan kebutuhan untuk menjawab proses demokratisasi lokal. 

2. Menjelaskan tantangan empirik bagaimana kebebasan pers telah dibangun oteh 

berbagai aktor di tingkat 10kaVdaerah, serta sejauh mana terefleksikan dalam Rule of 

Law. 

3. Memotakan peluang-peluang kebijakan hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan hak 

asasi manusia maupun hak dasar warga negara dalam rangka pengembangan 

kebebasan pet'S dan hak atas akses litfonnasi publik bagi proses demoki'tttisasi 

otonomi daerah. 

4. Merumuskan strategi yang bisa dijadikan rujukan studl untuk mengembangkan 

kebebasan pers sebagai 'the fourth estate of democracy' (pilar keempat demokrasi) 

dan hak atas akses infonnasi publlk sebagai mandate agar lebib dijamin dalam sistem 

hukum Indonesia. 

nfaat Penelitian 

ebebasan pers dan hak atas akses infonnasi publik merupakan merupakan mandat konstitusi 

n upaya maju perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, dimana keduanya saling 

t rkalt memberlkan kontribusi dalam proses-proses demokratisasi. Atas dasar ini, penelitian 

i i akan bennanfaat dati berbagai segi: 
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1. Akademis 

Secara akademis penelitian socio-legal ini memiliki signifikansi keilmuan sebab dapat 

memberikan kontribusi pada baban-bahan studi hak-hak dasar dan hak·hak asasi manusia, 

baik di bagi mabasiswa maupun bagi penelitian·penelitian selanjutnya. Serta, menunjang 

untuk pengembangan studi Hukum Pers atau Hukum Media, yang bingga kini di Fakultas 

Hukum Universitas Airlangga dan sejumlah Fakultas Hukum Iainoya belum memiliki mata 

kuliab khusus. Selain itu, hasil penelitian ini akan diangkat daIam jumal hukum intemasional 

rakreditasi, sebagai sajian studi terkini perkembangan kebebasan pers dan hak atas 

. fonnasi di tengah proses demokratisasi otonomi daerah. 

2. SosiaI 

asiI penelitian ini akan direkomendasikan bagi kalangan pemiIik media, asosiasi jumalis, 

an pula Dewan Pers Nasional, mengingat nUai strategis hasil penelitian ini dalam upaya 

engembangkan demokratisasi lokal. Se~ akan menjadi bahan catatan bagi penstudi 

ukum pers untuk kepentingan pengembangan kebebasan pers di tingkat lokal. 

3. Personal 

enelitian ini dari segi masaIah merupakan kajian yang jarang dilakukan, baik di kalangan 

Ii hukum ketatanegaran dan kaJian hukum hak asasi manusia. Sehingga, penelitian ini 

pastikan akan banyak menambah profesionalitas dan wawasan baru bagi peneliti di tengah 

a sennya studi kekhususan antilra hukum, hak asasi manusia dan media/pers. 

4. Pengambil Kebijakan 
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Pel'S sebt\~t\i pilar keetttpat deiitOkrasi meiijadikaii peiielitian inl kian pefiting dibaoa dan 

dipelajari oleh pengambil kebijakan di daerah, agar mereka lebih peka terbadap 

peiigembaiigan ttWig kOiitrol pUblik. Deiigan dcmwan, proses deiiiOkratisasi dan mandate 

pemajuan hak asasi manusia akan Iebih substantit: 
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BAB IV METODE PENELITIAN 

Tipe Pene6tian 

Huil pefielitiafi iiii 8kaii ditetbitkifi dalam jutii81 iliiUah intemasiOrtal, atAll SttidakDya jumal 

nasional, sekaligus meqiadi model pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat, khususnya 

terkait dengart peligembartgart kebebasan pel'S dan hak ataS akSeS informasi publik. 

Untuk mengbasilkan penelitiiui yiUlg demikian. mill pilihan dalam penelitian ilii 

menggunakan tipe penelitian kualitatif, dengan pendekatan jUridical normative dan socio­

legal, agar mendapatkalt gambaran baru yang lengkap mengenai bekerjanya sistem hokum. 

pel'S dan otonomi daerah serta memberikan perspektif pengembangan kebebasan pers dan 

jaminan hale konstitusiona~ khususnya hale atas akses informasi. 

ahap pertama penelitian, perspektif juridical-nonnative akan digunakan. Ini mengasumsikan 

wa prinsip Rule of Law atau Negara Hukum Indonesia, sistem hukumnya telah 

ipengaruhi oleh dokumen-dokumen hukum, kebijakan serta penegakan hukwnnya (putusan 

ngadilan dan penafsiran-penafsiran). Semua f8kt0r-fuktor tersebut direview dengan 

enggunakan prinsip-prinsip hukum, falsafith dan nalar hukum normatif. 

ahap kedua, akan menggunakan analisis dengan pendekatan studi socio-Iegal. Penelitian ini 

enguji konteks sosiologis dan politik hukumnya. Pula, penelitian akan membongkar 

istensi dan hubungan antara kebijakan daerah yang anti kebebasan pers dengan pemilik 
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media, StftA hUbUhg8iifiYA deiigan StjUfi\1ah eUt politik 1001. PefiictAtWi itti Ulituk mclihAt 

sejauh mana aktor-aktor lokal mempengaruhi pengembangan kebebasan pers, atau sebaliknya 

justrU membaWiiiya. 8ei1i, meiiiIai bagaiiiiana apatAt peiiegAk hUkWii meiiempkaii IitOClliii 

pers dan bukum lokal yang dibentuk untuk. baik mengembangkan kebebasan pers maupun 

membaWi kebetwafi petS, dan bagaimarta publik liienyikapmya. 

Pengumpulan Data 

Tekriik pertgumpulan data dilikukati dertgan: 

a. Survey lapangan dan observasi 

Pengamatan langsung terbadap industri pers loka~ kantor pemerintahan dan penyediaan 

fasilitas komunikasi antara jurnalis dengan pemerintahan loka!, serta memahami respon 

langsung dari masyarakat, baik kalangan organisasi non-pemerintah, asosiasi jurnalis dan 

juga masyarakat luas. 

b. Interview 

In depth hUerl'leW dilakukan dengan membuat daftar pertany~ dengan model sem;­

structured interview. Interview dilakukan terhadap jumalis, pengambil kebijakan lokal, 

pemilik media, dan organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam isu kebebasan pers dan 

bak atas akses infonnasi publik. 

c. Focus Group Discussion 
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Focus Group Discussion (FGD) dilakukan untuk validasi hasil semcntara penclitian, 

sekaJigus menghimpun infonnasi baru yang kemungkinan terlewat dalam penelitian. 

Lowi PeneUtian 

LOkaSi pertelitian yang 8kari dituju lebih mertfokuskart pada sejumlah dae~h yang memiliki 

(1) konflik, kekerasan sipil dan pula kasus-kasus gugatan maupun kriminalisasi pers; (2) 

keragamart budaya lokaI, sekaligus sosial dan politik tetterttu; (3) berf6kuS .,ada kebetadiltui 

media lokal; (4) tumbuhnya organisasi jumalis dan organisasi non-pemerintah yang terkait 

dengan upaya kebebasan pets, serta (5) tempat Jahirnya kebijakan-kebijakan daerah yang anti 

ikebebasan pers. Atas dasar ini, lokasi yang dipilih ada 7 wilayah, yakni: Medan, Jakarta, 

Surabaya, Makassar, Denpasar, Ma~ dan Kupang. 

Pari sudut pandang waktu, riset ini membatasi pada kasus-kasus atau peristiwa yang lahir 

lesudah berlakunya UU Pers 1999, dengan pertimbangan bahwa antara tabun 1999 hingga 

ini telah banyak kasus lolcal yang merefleksikan perkembangan kebebasan pers itu sendiri. 

edangkan kerangka waktu penelitian diuraikan sebagai berikut: 

Tabapan 
Penetapan instrumen penelitian (penyusunan 
indikator. rumusan pertanyaan untuk 
interview dan penyusunan a1at ukur) 
Penelitian dan pengumpulan dokumen 
hukum daerah, hasil penelitian atau Iiputan 
terkait dengan kebebasan pers dan hale atas 
akses infonnasi public 
Penelitian lapangan (pengumpulan data dan 
interview) 

Bulan 
I 

I-II 

UI-VIII 

Indikator Basil 
Instrumen penelitian 

Dokumen hukum lokalldaerah, 
hasil studi pustaka, 

Dokumen hukum lokaVdaerah, 
catatan lapangan, dan rekaman 
wawancara. 
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Pengolahan data IV-VIII Data 
Focus Group Discussion IX-X Catalan tambaban hasil 

penelitian lapangan, hasil 
V81idaSi 

Penulisan Laporan VII-XI HasH Sementara (rough drtdi) 
Seminar XII Catatan tambahan atas Temuan 

Sementara 
Revisi, Laporan Penulisan Final, dan XII Hasil Final Laporan Penelitian 
Laporan Administratif Lengkap/Akhir 
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BAB V BASIL DAN PEMBAHASAN 

8agian I 

Kerangka Normatif 

Sebelum menguraikan seeara panjang lebar segala irnplementasi kebijakan dan hokum 

mengenai kebebasan pers dan hak atas akses infonnasi pubJik, maka bagian awal ini akan 

menguraikan sejumlah kerangka nonnatif yang terkait dan untuk mendorong proses 

demokratisasi lokal. Hal ini diperlukan dalam rangka memahami jaminan perlindungan 

hukum yang disediakan oleh negara serta institusi yang bertanggung jawab atas pemenuhan 

kewajibanjaminan perlindungan tersebut 

- Kebebasan Pen 

ejak jatubnya Presiden Soeharto di tabun 1998, kebebasan seeara politile telah dimulai 

engan terbukanya ruang-ruang publik yang lebih demokratis. Ruang tersebut memberikan 

esempatan publik mengawasi jalannya pemerintahan secara lebih terbuka. Salah satu yang 

rpenting bagi demokrasi di Indonesia adalah jaminan kemerdekaan pers dalam Undang­

ndang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. 

lam hal menimbang dinyatakan antara lain: 

. Bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan 

menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bennasyarakat, 

berbangsa dan bemegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran 

dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus 
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dijmnin; 

2. Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara yang demokratis, 

kemerdelWii menyataUri pOOtaii daft pertdapat se!UAi deligan bati rtutafti dan haR 

memperoleh informas~ merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang 

diperlukan untuk meliegakkati keadil8ii dart kebei\arart, ntemajukaii kesejahtetWi 

umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa; 

Bila kita simak, angka 1 disebutkan kemerdekaan pers merupakan: 

a. salah satu wujud kedaulatan rakyat, dan 

b. menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bennasyarakat, 

berbangsa dan bemegara yang demokratis 

emerdekaan pers daJam· perspektif ini menjeJaskan bahwa betapa penting artinya dalam 

gka menegaskan relasi antara negara dan rakyatnya, terutama sebagai mandat yang 

rkepentingan dalam sarana penvujudan kedaulatan rakyat serta penciptaan proses 

emokratisasi. Itu sebabnya posisi pers menjadi sangat mendasar dalam mengawal proses 

emokratisasi, sehingga talc berlebihan kiranya pers sesungguhnya menjalankan fungsi 

ublik, yakni mengawal kedaulatan rakyat serta demokrasi. 

elanjutnya dalam angka 2, yang harus dibaca tak terplsah dengan anglea I-nya, adalah 

enegasan makna kemerdekaan pers sebagai hak asasi manusia. Bunyi angka 2 merefleksikan 

emerdekaan pers sebagaJ hak asasi manusia mena menyangkut: 

kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan had n~ dan 

hak memperoleh infonnasi. 
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Artgka 2 inI seOIah mcncgaskaii ketciifuan P4SaI 28 dart 28F UUD 1945, yWii mcnyattgJrut 

kebebasan ekspresi serta hak untuk berkomunikasi dan memperoIeh informasi untuk 

mcngeMbangWi pribadi daii liiigImiigan sosialiiya geIU bethak Uiittlk meiieati, meiiiptroleli, 

memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi, dengan menggunakan segaIa 

jenis Mlutaft yang tersedla. 

SeItlirt itu, perteaasart k6nsepsi hak asasi manusia dalam kemei'dekaan pen, scIam dipetIukilii 

untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, dikaitkan pula dengan tujuan negara, 

sebagaimana dikemukakaii dalam Pembukaart UUD 1945 illirtea 4, yaktii memajukilii 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

'Iab sesungguhnya konsepsi dasar dalam memahami betapa pentingnya jaminan kebebasan 

rs di Indonesia, karena ia teIab ditempatkan dalam posisi yang sangat tegas relasi antara 

egara dan rakyat, fungsi, serta sebagai konsepsi HAM untuk mengawal tujuan negara. 

onsepsi yang demikian dipertegas dalam pasal-pasal undang-undang tersebut, terutama 

lam pasal 4 UU No. 40 Tabun 1999 yang menjadi kunci pembeda dalam situasi pengaturan 

ukum pers Indonesia. Oinyatakan bahwa, 

• Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. 

· Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensol'8l1, pembredeIan atau peIarangan 

penyiaran. 

· Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers naslonal mempunyai hak mencari, memperoleh, 

dan menyebarluaskan gagasan dan infonnasi. 

Dalam mempertanggungjawabkan pemberltaan di depan hukum, wartawan mempunyai 

HakTolak. 
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Di masa pemerintahan Soekamo maupun Soeharto, pel'S kcrapkali mcndapat ancaman dalam 

bentuk penyensoran, pembredelan dan atau pelarangan penyiaran. 

Di mASt ~metiJ\tahAn SotlWlio, Melalui kebijakart IAn~ufig ke~resideri3li Mau~urt lfistitusi 

militer mengeluarkan aturan-aturan yang mengekang kehidupan pel'S. Bahkan, tidak sulit 

merijum~i berituk J)embredeliui meski))un aturan ))eMb~eI8li warisan kOlonial Belartda 

(persbreidel Ordonanntie, 1931) telab dibapuskan melalui UU No. 23 Tabun 1954. 

Periunjukan penguasa..penguast\ militer ttlMt dilakukaii dalam r81i~ memJ)erkuat 

pemerintahan, dan yang menjadi masalab ketika penguasa militer tersebut kemudian banyak 

mengeluatkan kebijakan sendiri yang membatasi petS dan sekaligus membredelnya. 

isalnya, di tabun 1960, Penguasa Perang Tertinggi (peperti) mengeluarkan tiga produk 

ukum, yakni: Pedoman Peperti untuk Penerbit Surat Kabar dan Majab di Indonesia, 

eraturan Peperti No 10-1960 tentang Izin Penerbitan Surat Kabar dan Majalah, serta 

eraturan Perang Tertinggi 10-1960 tentang Ijin Terbit. 

egitu juga di masa pemerintahan Soeharto, meskipun telah memiliki UU No. II Tabun 

966 tentang Pers yang dianggap memiliki 'angin segar' bagi berkembangnya pers bebas, 

tapi dalam prakteknya tidak jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Posisi pers juga 

itekan melalui doktrin 'Pers Pancasila' dan menyerahkan kewenangan pemberangusan pers 

elalui Menteri Penerangan dan pula institusi militer bilamana bertentangan dengan doktrin 

rsebut. Misalnya, pencabutan Indonesia Rays melalui Keputusan Pelaksana Khusus 

anglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban Jakarta (1974) dan pencabutan Surat 

I in Terbit (SIT) Indonesia Raya melalui Surat Keputusan Menteri Penerangan (1974). 
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pengalaman yang demlldanlah yang tldak hendak diulangl pada saat pemberlakuan UU No. 

40 Tahun 1999 (khususnya Pasal 4), dimana pers haruslah lepas dari kontrol pemerintab 

pers. ltu sebabnya, ketentuan 'terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, 

yang lebih bai~ terutama setelahjatuhnya Soeharto dari kursi kepresidenan di tabun 1998.4 

Pers dengan fase kerangka nonnatif yang lebih ba~ pula diharapkan menjalankan fungsi dan 

perannya secara lebih baik. Menurut pasal 3 UU Pers, 'Pers nasional mempunyai fungsi 

sebagai media infonnasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial'. Sedangkan pasaI 6 

menegaskan peranan pers, yakni: 

1. memenuhi hale masyarakat untuk mengetahui; 

· mene~ nitai-nilai dasar demokras~ mendorong telWUjudnya supremasi hukum. dan 

Hak Asasi Manusia, serta menghonnat kebhinekaan; 

• mengembangkan pendapat umum berdasarkan infonnasi yang tepa4 akurat dan benar; 

· melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terbadap hal-hal yang berkaitan dengan 

kepentingan umum; 

memperjuangkan keaditan dan kebenaran. 

tas upaya menJalankan profesinya secara bertanggung jawab, wartawan mendapatkan 

rlindungan hukum (pasal 8 UU Pers), yakni jaminan perlindungan Pemerintab dan atau 

asyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hale, kewaji~ dan peranannya 

suai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak secara jelas 

4 Hal ini diperkuat dengan ketentuan pidana pasal 18 ayat (1) UU Pers, bahwa 'Setiap orang yang secara 
elawan hukum dengan sengaja melalrukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi 
aksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tabun 

a U dertda pallrtg bart yak Rp. 500.000.000,00 (Lima rabls juta rupiah)'. 

30 



bentuk perlindungan hukumnya, sebingga terkadang proses yang berjalan kerapkali tidak ada 

bedanya dengan penegakan hukum yang konvensional berjalan. 

Keterbatasan pengaturan UU Pers tentunya bukan aIasan utama untuk tidak memajukan 

kehidupan pers Indonesia, karena secara bertahap segala proses maju diperlukan untuk 

mendorong pers yang bebas, sehat nan bertanggung jawab, sehingga ia bisa menjalankan 

fungsi dan perannya sebagaimana ditentukan dalam UU Pers. 

- KeterbuktUln In!orllUlSi Pub/ik 

Berselang sembilan tahun, Pemerintab Indonesia mengesahkan UU No. 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Undang-undang ini mulai berlaku pada 30 April 

010, karena berlaku 2 tabun setelah diundangkan. 

ndang-undang ini merupakan ketentuan lebih lanjut Pasal 28F UUD 1945 yang 

enyatakan: 

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk 

mengembangkan pribadi dan Iingkungan sosialnya, serta berhak untuk 

mencari, memperoleh, memiIiki. menyimpan, mengolah, dan menyampaikan 

informasi dengan menggunakan segalajenis saluran yang tersedia." 

alam hal menimbang UU KIP dinyatakan bahwa, 

• bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi 

dan Iingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; 
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b. bahwa hak memperoleh infonnasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan 

infonnasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung 

tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik; 

c. bahwa keterbukaan infonnasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan 

pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan 

segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik; 

d. bahwa pengelolaan infonnasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan 

masyarakat infonnasi; 

eempat hal di atas merupakan landasan bagi pengembangan akses infonnasi publik yang 

gat penting perannya dalam mendorong proses demokratisasi penyelenggaraan dan 

bagi badan publ~ baik pemerintahan maupun organisasi 80n-

ujuan UU KIP ini, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 3, adalah 

· Menjamin hale warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publi~ 

program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan pubJik, serta alasan 

pengambilan suatu keputusan publik. 

· Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; 

· Meningkatkan peran aldif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan 

pengelolaan badan publik yang baik; 

· Mewujudkan penyelenggaran negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, 

akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; 

Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; 

Mengembangkan Hmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; danlatau 
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g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan infonnasi dlingkungan Badan Publik untuk 

menghasilkan layanan infonnasi yang berkualitas. 

Dengan adanya UU KIP ini, setiap orang berhak memperoleh infonnasi publik, yang secara 

khusus bisa daIam bentuk, 

a. melihat dan mengetahui Infonnasi Publik; 

b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Infonnasi 

Publik 

• mendapatkan salinan Informasi Publik melalui pennohonan sesuai dengan Undang­

Undang ini; dan/atau 

• menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

ementara di sisi lain, ada sejumlah kewajiban Badan Publik sebagaimana ditentukan pasal 7 

KIP, 

· Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Infonnasi Publik 

yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Infonnasi Publik, selain 

informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. 

Badan Publik wajib menyediakan Infonnasi Publik yang akurat, benar, dan tidak 

menyesatkan. 

· Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik 

harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk 

mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan 

mudah. 

4 Badan Publik wajib membuat pertimballgan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil 

untuk memenuhi hak setiap Orang atas Infonnasi Publik. 
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5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan 

politik, ekonomi, sosial, budaya, danlatau pertabanan dan keamanan negara. 

6. Dalam rangka memenuhi kewajiban ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat 

memanfaatkan sarana danlatau media elektronik dan nonelektronik. 

Kewajiban Badan Publik menyediakan infonnasi dibagi dalam tiga kategori, 

1. Wajib mengumumkan Infonnasi Publik secara berkala 6 bulan sekal~ meliputi: 

a. infonnasi yang berkaitan dengan Badan Publik; 

b. infonnasi mengenai kegiatan dan kinelja Badan Publik terkait; 

c. infonnasi mengenai laporan keuangan; danlatau 

d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

• Wajib mengumumkan secara serta-merta suatu infonnasi yang dapat mengancam hajat 

hidup orang banyak dan ketertiban umum; 

• Wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: 

a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak tennasuk 

infonnasi yang dikecuaIikan; 

b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; 

c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; 

d. rencana kelja proyek tennasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan 

Publik; 

e. peljanjian Badan Publik dengan pihak ketiga; 

f. infonnasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat PubJik dalam pertemuan yang 

terbuka untuk umum; 

g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; 

danlatau 
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h. laporan mengenai pelayanan akses Infonnasi Publik sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang ini. 

Kewajiban tersebut melahirkan konsekuensi hukum bilamana tidak dipatuhi, sebagaimana 

ditegaskan dalam pasal 52 dan 53 UU KIP, yakni: 

Pasal 52: "Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak 

memberikan, danlatau tidak menerbitkan Infonnasi Publik berupa Infonnasi 

Publik secara berkala, Infonnasi Publik yang wajib diumumkan secara serta­

merta, Infonnasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Infonnasi 

Publik yang hams diberikan atas dasar pennintaan sesuai dengan Undang­

Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi Orang lain dikenakan pidana 

kurungan paling lama 1 (satu) tabun danlatau pidana denda paling banyak 

Rp5.000.000,OO (limajuta rupiah)". 

Pasal 53: "Setiap Orang yang dengan sengaJa dan melawan hokum 

menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen Infonnasi Publik 

dalam bentuk media apa pun yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitan 

dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana peqjara paling lama 2 

(dua) tabun danlatau pidana denda paling banyak RpIO.OOO.OOO,OO (sepuluh 

juta rupiah)". 

atu hal lagi yang penting dan bam dalam politik hukum keterbukaan infonnasi publik 

lab dorongan untuk membentuk Komisi Infonnasi dari Pusat hingga daerah bilamana 

iperJukan. Komisi Infonnasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-

ndang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan 

fonnasi publik dan menyelesaikan Sengketa Infonnasi Publik melalui Mediasi dan/atau 

Judikasi nonlitigasi. Pada awalnya Pemerintah menolak keberadaan Komisi Informas~ 

amun tekanan publik menghendaki adanya pembentukan Komisi Infonnasi. Hal ini 
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diperlukan karena dengan keberadaannya implementasi UU KIP akan berjalan lebih optimal, 

serta menghindari kekhawatiran badan publik tetap akan sewenang-wenang dalam melayani 

permintaan infonnasi. 

Meskipun secara substansi dipandang lebih maju, ada pula ketentuan yang belum sempuma, 

terutama bagi jumalis menyangkut pasal-pasal yang bersifat multi-interpretasi. Misalnya, ada 

beberapa pasal yang mengenakan ancaman hukuman pidana terhadap kasus-kasus tertentu 

yang akan dikenakan kepada pemohon informasi, seperti pasa151, 54 dan 55 UU KIP 2008. 

Terkait dengan jumalisme, pasal-pasal tersebut dikhawatirkan hanya akan membatasi profesi 

wartawan ketika sedang mencari infonnasi untuk kelengkapan berita merek&. 

Pasal tersebut akan memiliki konselruensi hukum bilamana, larangan akses infonnasi bagi 

wm:tawan yang meliput soal penanganan kasus hukum yang masih berjalan, kecuali kasus 

hukum itu sudah masuk ke proses dakwaan di pengadilan. Dalam konteks penegakan hukum, 

tidak semua penanganan perkara tertutup bagi publik. Penegak hukum sebelum 

mengecualikan infonnasi kepada publik, haruslah terlebih dulu harus membuktikan seberapa 

penting informasi tersebut sehingga sebaiknya tidak diungkap ke publik. Kasus-kasus hukum 

yang dikecualikan setidaknya harus melalui uji kompetensi dan uji kepentingan publik 

terlebih dahulu. 

Secara umum, dengan ketentuan UU No. 14 Tabun 2008 ini, maka besar kemungkinan publik 

dapat lebih jauh mengawasi kebijakan serta jalannya atau implementasi kebijakan tersebut di 

lapangan. Tentunya, ketentuan UU KIP ini memperkuat dorongan publik terlibat dalam 

proses demokratisasi kebijakan, agar segala kebijakan lebih menuju pada kepentingan 

masyarakat luas. 
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- Keterluzitan Hukum Kebebasan Pen dan Keterbukaan Informasi Publik 

Dengan memiliki kedua UU tersebut, UU Pel'S dan UU KIP, maka apa sesungguhnya 

keterkaitan keduanya dalam pandangan kerangka nonnatii; serta bagaimana dengan kedua 

UU tersebut dapat lebih mengoptimalkan proses-proses demokratisasi lokal. Kedua undang­

undang tersebut merupakan penegas makna keterkaitan antara pasal 28 dan 28F UUD 1945, 

sehingga pengembangan kebebasan pel'S dan hak atas infonnasi bagi pembelaan dan 

pemenuhan kepentingan-kepentingan publik, terutama infonnasi yang terkait dengan hajat 

hidup orang banyak. Kedua instrumen hukum ini juga menjadi jaminan yang lebih maju bagi 

paya perlindungan hokum dan hak asasi manusia, tidak saja bagi kalangan jumalis, tetapi 

uga bagi publik atau masyarakat itu sendiri yang berhak atas infonnasi. 

alam UU Pel'S terdapat 20 kata 'infonnasi' yang disebut, baik dalam konteks memperoleh, 

enyalurkan, menyebarkan, menyalurkan, menyampaikan, menyiarkan infonnasi. Secara 

onna, kata-kata tersebut berkaitan dengan keterbukaan infonnasi publik, terutama, fungsi 

I'S sebagai media infonnasi dan kontrol sosial. Hal ini jelas terkait pula dengan peran pers 

ntuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan sekaligus berperan sebagai pihak 

g melakukan pengawasan, kritik, koreks~ dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan 

ngan kepentingan umum. 

ak atas infonnasi sebagai diatur dalam UU KIP 2008 merupakan hak setiap orang, sekaligus 

dasar bagi setiap warga negara (karena diakui dalam UUD 1945 pasal 28F), tidak 

ngecualikan siapapun, tennasukjumalis dan kalangan pekerja pers laiMya. Artinya, selain 

d ngan UU Pers 1999, dengan keberadaan UU KIP 2008, pel'S telah memiliki 'senjata' 
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tambahan daIam menerobos dan menggali segala informasi yang berkaitan dengan 

kepentingan-kepentingan publik. Dan kerangka normatif hak atas akses infonnasi menjadi 

hak bagi setiap orang, tidak terkecuali bagi jurnalis yang memang dalam menjalankan 

profesinya senantiasa mencari informasi untuk disampaikan kepada publik atau masyarakat 

Iuas. 

PenjeIasan yang demikian memperlihatkan setidaknya ada lima keterkaitan antara kerangka 

normatifkebebasan pers dalam UU Pers 1999 dan keterbukaan informasi publik dalam UU 

KIP 2008, yakni: 

1. Keterkaitan konstitusionalitas, antara pasa128 dan pasal28F UUD 1945; 

2. Keterkaitan nonna penegas hubungan dukungan kebebasan pers dan jaminan hak alas 

infonnasi setiap warga negara; 

· Keterkai~n nonna yang lebih menjamin dan melindungi hak asasi manusia, karena 

keduanya merupakan ketentuan yang lebih menegaskan jaminan hak-hak sipil dan politik 

warga negara. 

· Keterkaitan nonna untuk mendorong pembelaan dan pemenuhan infonnasi yang 

menyangkut hajat hidup orang banyak. 

· Secara praktek jurnalisme, UU KIP melengkapi UU Pers untuk menjalankan profesi 

jumalistik sekaJigus bentuk perlindungan hukumnya. 

sebabnya, salah satu organisasi wartawan, Aliansi Jumalis Independen (AJI) pada saat 

ringatan Hari Kebebasan Pers Dunia yang jatuh pada 3 Mei 2010, dalam siaran persnya 

engingatkanjumalis untuk memantau pelaksanaan UU KIP. 

gian n Implementasi UU Pers dan UU KIP 
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- Kebijakan Daerah 

Dengan adanya UU Pers, secara nonnatif mengharuskan semua pihak tennasuk pengambiJ 

kebijakan negara menghonnati profesi wartawan dalam menjalankan fungsinya, karena ia 

menjalankan fungsi yang salah satunya menjadi kontrol sosial. Bahkan, bila ada upaya 

melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau 

menghalangi pelaksanaan hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan 

infonnasi, justru berkonsekuensi pidana, yakni pidana penjara paling lama 2 (dua) tabun 

tau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). 

ebijakan daerah ini barus merefleksikan segala bentuk penghonnatan terhadap fungsi pers. 

emperbincangkan kebijakan daerah, bisa berupa kebijakan dalam bentuk fonnal melalui 

etentuan hukum, seperti Peraturan Daerah dan Surat Keputusan Kepala Daerah. Namun, ada 

ula kebijakan dalam bentuk non-fonna~ sebagaimana ucapan atau tindakan yang dilakukan 

leh pejabat negara atau pemerintahan, yang berlaku atau setidak mempengaruhi situasi pers' 

ari ketujuh wilayah yang menjadi lokasi penelitian, secara mayoritas tidak banyak yang 

emiliki kcbijakan khusus untuk proses pengembangan jaminan kebebasan pers. Bilamana 

kebijakan khusus, sifatnya lebih dipengaruhi oleh komitmen individual penjabat yang 

rsangkutan dibandingkan kebijakan institusi negara. Hal ini dicontohkan dengan sikap dari 

pala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol. Drs. Baharudin Djafar, Msi., 

g berkeinginan membangun pers yang profesional dengan menolak segala bentuk 

p mberian 'amplop' untuk wartawan. Menurutnya, kebebasan pers akan memperkuat 

k terbukaan dan kontrol sosial sehingga membuat komponen lembaga negara bekerja secara 
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lebih baik. Hal ini dimungkinkan karena efektif dipantau media. Selain ito, kebebasan pers 

menjadi wadah untuk menyampaikan apa yang kita (poldasu) buatS Yang menarik dibanding 

dengan kantor atau markas lainn~ di depan ruangann~ yang biasa digunakan oleh 

wartawan mangkal di Polda, dipasang sejumlah papan/poster yang menjelaskan substansi 

penting mengenai kode etik, UU Pers dan UU KIP. Menurutnya, wartawan banyak yang 

bekelja kurang profesional, sehingga ia seeam pribadi menghendaki bahwa profesi wartawan 

maupun polisi sarna-sarna memiliki dan memahami kode etik yang harus dipatuhi, tennasuk 

dalam mengedepankan jaminan hokum kebebasan pers dan hak atas akses infonnasi. 

i sisi lain, di Kabupaten Pematang Siantar, Sumatera Utara juga ditemukan praktek 

baliknya yang justru melanggengkan praktek pemberian 'amplop' kepada wartawan. Di 

upaten ini, pemah teljadi pihak Humas Pemerintah Kabupaten membuat papan daftar 

artawan yang diperkenankan meminta konfonnasi kepada pihak pemerintah. Daftar tersebut 

ipampangkan secara terbuka, sehingga jelas siapa wartawan yang diperkenankan meliput di 

merintahan dan siapa yang tidak diperkenankan. Tento, kebijakan Humas terkait dengan 

masangan papan tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 4 ayat (3) UU Pers dan UU KIP 

008. Karena dianggap bertentangan maka pemasangan papan tersebut menuai penentangan 

ari wartawan-wartawan yang tidak masuk dalam daftar Humas. 

engapa kebijakan tersebut lahir di Kabupaten Pematang Siantar? Menurut Andi Siahaan, 

lah seorang wartawan televisi nasional, hal itu terkait dengan pemberian 'amplop' agar 

artawan bisa berfungsi menjadi corong kehumasan. Hal ini dilakukan melalui kebijakan 

nganggaran yang seeara khusus diperuntukkan kepada wartawan-wartawan di Kabupaten 

P matang Siantar. Secara langsung, kebijakan tersebut telah melakukan bentuk 'sensor resmi' 

S harudin Djafar, wawancara, Medan. 30 Juni 2010. 
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terhadap profesi wartawan.6 Ketika Andi Siahaan berupaya konsisten menoJak 'amplop', ia 

justru dijadikan sasaran oleh pihak pemerintab daerah dan dilaporkan 'pencemaran nama 

baik', sedangkan pihak jumalis Jainnya bahkan hadir sebagai saksi yang justru 

memberatkannya dengan memberikan kesaksian yang membeJa pelaku kekerasan. 

Hal serupa sesungguhnya banyak terjadi di berbagai daerah, dan lazim terjadi karena 

memang kebiasaan penyeJenggara pemerintah yang mengeluarkan kebijakan menganggarkan 

khusus di pos kehumasan, yang tiada lain diperuntukkan bagi wartawan-wartawan amplop, 

untuk menyuarakan kepentingan pemerintahan. Terkesan, pemerintah 'merawat' wartawan 

amplop' atau wartawan 'bodrex', sehingga ramainya suatu Humas dapat dijadikan bukti 

kerjanya fungsi kehumasan pemerintah. Kebijakan penganggaran memang sungguh 

isadari oleh wartawan-wartawannya, tennasuk mereka yang bekerja di media Massa yang 

ungguhnya berkategori cukup ~yak oplahnya. Misalnya, dalam sebuah wawancara 

engan 7 wartawan yang kerap menerima 'amplop' dan juga anggota sebuah organisasi 

artawan di Lombok Barat, memperlihatkan adanya kebutuhan bagi wartawan untuk 

endapatkan uang dari anggaran kehumasan dikarenakan sistem penggajian bagi wartawan 

gatlah keeil dan tidak layak. Bayaran atau upah bulanan hanya berkisar 100-700an ribu 

piah, sehingga tidak mungkin bagi mereka bertahan sebagai wartawan bila tidak ada 

masukan tambahan yang disediakan oleh pihak pemerintah. 

ebijakan yang lebih fonnal terlihat dari Rancangan Qanun Penyiaran di Nangroe Aceh 

arussalam (NAD), yang disusun Komisi Penyiaran Infonnasi Daerah (KPIO) Aceh. 

cangan Qanun (Raqan) ini tentang 'Program dan lsi Siaran Lembaga Penyiaran di Aceh' 

alnya bemama Raqan Pers Islami). Secara nonnatifRaqan mengatur penerapan penyiaran 

6 ndi Siaahaan, wawancara, Siantar, I Juli 2010. 
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yang sesuai syariat Islam di Aceh, antara lain mengatur tentang kewajiban dan larangan 

(pasal 5 dan 6). Kewajiban itu misalnya, media penyiaran diwajibkan menyiarkan azan salat 

lima waktu, tanda buka dan imsak ketika puasa Ramadhan, siaran langsung salat Jum'at, serta 

mengisi dengan pengajian AI-Quran atau dakwah menjelang azan magrib. Begitu juga 

dengan kewajiban menghentikan siaran relai bila bertepatan dengan waktu azan. Siaran yang 

tidak sesuai dengan nilai Islam harus diproteksi. Penerapan syariat Islam di Aceh dan 

peringatan hari besar Islam wajib pula ikut disiarkan lembaga penyiaran. 

Sedangkan terkait larangan, bila bukan untuk kepentingan Islam maka sejumlah tayangan 

ilarang disiarkan: film, sinetro~ drama, ikIan, kuis, musik, kuis, dokumenter, dan lain-lain. 

etika berJangsung saIat tarawih pada bulan Ramadhan, terdapat ketentuan larangan 

enayangkan program yang bersifat interaktif. Larangan menayangkan acara yang menjurus 

e dakwah agama selain Islam, Valentine's Day dan acara lainnya yang dipandang 

rtentangan dengan niJai Islam dan adat Aceh. Raqan juga mengatur kesopanan dan 

esusil~ aniara lain, kewajiban bagi penyiar, reporter, presenter, dan narasumber 

rbusana sopan atau busana Islami serta melestarikan busana tradisi Aceh. Menariknya, 

an juga mengatur sensor terkait dengan program non-siaran langsung. Program tersebut 

iwajibkan memperoleh tanda lulus sensor dari Badan Sensor Film Daerah (pasal 12), baik 

film, sinetron, iklan, komedi, musik, klip video, feature, dokumenter, dan ilmu 

ngetahuan, baik produk lokal ataupun asing.7 

engan sejumlah ketentuan Raqan Qanun yang demikian, maka sangat terlihat tumpang 

ti dih dengan aturan yang telah ada, terutama dengan ketentuan dalam undang-undang pers, 

7 uang Iingkup sensor ini lebih luas dari cakupan pasal sensor pada UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang 
yiaran, yang terbatas pada film dan ildan (pasal47). 
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undang-undang penyiaran, dan kode etik jumaJistik. Lebih jauh lagi, justru akan sangat 

mungkin menghambat kebebasan pers, 

Sesungguhnya, kewenangan Pemerintah Aceh untuk menetapkan pengaturan tersendiri di 

bidang pers dan penyiaran berdasarkan nilai-nilai Islam dinyatakan dalam Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya Pasal 153 ayat (2). Pasal ini 

dijadikan pilar pokok landasan hukum Raqan tersebut. Rancangan Qanun (Raqan) yang pada 

memang terasa unik dan khas, mungkin pihak KPID Aceh beranggapan bahwa Raqan 

ersebut layak dan memang perlu dalam rangka mengisi Syariat Islam 

- Tanggung Jawab dan Peran Pemerintah 

pa sesungguhnya makna hukum tanggung jawab pemerintah? Bila dilihat dari konstruksi 

uatO perundang-undangan, maka hampir semua perundang-undangan memiliki aturan 

engenai tanggung jawab pemerintah, yang sangat mungkin diatur secara khusus berkaitan 

engan topik atau tema undang-undang tersebut. Artinya, banyak sekali tanggungjawab yang 

imiliki oleh pemerintah, yang terbagi dari kewenangan sektoralnya, tingkatannya, atau juga 

alam bagian ini akan diuraikan singkat makna hukum tanggung jawab dari dua sudut 

dang, pertama dan kontruksi Undang-Undang Dasar 1945, khususnya mengenai tanggung 

ab hak asasi manusia; dan kedua, tanggung jawab yang diberikan mandatnya melalui 

U dang-Undang, khususnya menyangkut UU Pers dan UU Keterbukaan Informasi Publik. 
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Pertama, tanggung jawab pemerintah dalam bidang hak asasi manusia, diatur dalam Pasal 281 

ayat (4) dan (5) Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pasal tersebut, terselip konsepsi 

tanggungjawab negara dalam hak asasi manusia (state responsibilities), yang menyatakan 

"(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia 

adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah"; 

"(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan 

prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia 

dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan." 

eduanya, merupakan kunci dalam melihat tanggung jawab konstitutional yang harus 

i1akukan oleh negara, dalam hal ini pemerintah, untuk melaksanakan upaya-upaya pemajuan 

ak asasi manusia. Kedua pasal tersebut juga memiliki konsepsi tersendiri sebagai elemen 

ewajiban negara. Konsepsi dalam pasal 281 ayat (4), disebut sebagai konsep realisasi 

rogresif (progressive realization), yang secara substansi menegaskan bahwa negara harus 

emajukan kondisi hak-hak asasi manusia secara berlcelanjutan, maju (tiada 

esengajaan/kelalaian untuk mundur), danjelas ulruran atau tahapannya. 

edangkan pasal 281 ayat (5), disebut sebagai konsepsi pendayagunaan kewenangan dan 

hukum. Artinya, negara dalam menjalankan kewajibannya, ia bisa 

enggunakan segala kewenangannya terutama untuk membangun instrumentasi hukum 

s bagai sarana yang meIindungi hak-hak masyarakat, baik dalam pembentukan sarana-sarana 

lembagaan yang melindungi hak-hak asasi manusia maupun proses legislasi dan kebijakan 

t rtentu. 

ua, tanggungjawab pemerintah dalam UU Pel'S dan UU KIP. 
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Dalam UU Pers dinyatakan bahwa "Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga 

negara" (pasal 4 ayat 1). Bila dinyatakan sebagai hak asasi warga negara, maka secara 

otomatis melekat pertanggungjawaban hak asasi manusia oleh negara. Tanggung jawab ini 

diwujudkan dalam bentuk jaminan dan perlindungan hukum pemerintah yang tidak 

melakukan segala bentuk campur tangan dan paksaan terbadap pers nasional. 

Secara khusus tanggungjawab pemerintah dilakukan dengan, 

1. Menjamin fungsi dan peran pers sehingga bisa mewujudkan kemerdekaan pers yang 

profesional. 

2. Memberikan jaminan dan perlindungan hukum terbadap pers nasional dengan tidak 

mengenakan penyenso~ pembredelan atau pelarangan penyiaran. 

3. Tidak melakukan campur tangan atau paksaan tertentu terhadap pers nasional, serfa 

memberikan perlindungan terhadap pers untuk bebas dari campur tangan dan paksaan 

pihak lain terbadap pers nasional. 

4. Menjamin pelaksanaan profesi wartawan untuk mendapatkan perlindungan hukum. 

s. Menjamin pers nasional untuk menjalankan hak mencari, memperoleh, dan 

menyebarluaskan gagasan dan informasi. 

nggung jawab pemerintah yang demikian, secara khusus dibantu oleh lembaga Dewan 

Sebagaimana diatur dalam pasal IS UU Pers, dalam upaya mengembangkan 

k merdekaan pers dan meniogkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang 

i dependen. Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi, yakni: 

a melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; 

b. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jumalistik; 

45 



c. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas 

kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; 

d. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; 

e. memfasilitasi organisasi-organisasi pel'S dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang 

pel'S dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; 

f. mendata perusahaan pel'S; 

Dengan fungsi yang demikian, maka Dewan Pel'S yang keanggotaannya ditetapkan dengan 

Keputusan Preside~ sesungguhnya mengambil pol'Si tanggung jawab dalam mengembangkan 

emerdekaan pel'S. Salah satu yang kerap terjadi pel'Soalan dan menjadi penting bagi 

elaksanaan fungsi Dewan Pel'S adalah fungsi mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jumalistik. 

eringkali pengaduan kasus-kasus yang melibatkan pers, terutama menyangkut 

etidakprofesionalan jumal~ diselesaikan melalui proses peradUan daripada diselesaikan 

elalui Dewan Pel'S. Proses peradilan atau hukum yang demikian justru pada kenyataannya 

ebih kompleks masalahnya dan seringkali justru menghambat pekerjaan atau profesi jumalis. 

ni disebabkan, proses hukum itu sendiri dinilai berlarut-larut, sangat membatasi jumalis 

eneruskan profesinya, dan kerapkaJi disalahgunakan untuk mempedayai pers agar kalangan 

ers menjadi tidak lagi kritis. Belum lagi menyangkut pemenjaraan jumalis yang seringkali 

igunakan oleh penguasa untuk menekan pers dalam menyampaikan informasi. Tentu, tidak 

enutup mata, bahwa tidak sedikit pers yang bekerja seeara tidak profesionaI. Dan ini bukan 

rarti pers kemudian disamaratakan posisi dan perannya, sehingga pers dianggap 

dan perlu 'didisiplinkan' m~lalui gugatan atau ancaman pemidanaan. 

erdasarkan wawancara yang dilakukan, tidak satupun jumalis mengatakan proses gugatan 
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dan pemidanaan tcrhadap mcrcka dirasakan adil, apaJagi ha'"' rtHtSEB§iT~~n~I&~~-!~~a'u 
S U R A Il-A:Y A 

pcmberitaan (karyajumal istik) yang kemudian dipidanakan. . 

Tentunya, pemerintah dalam konteks ini harus bisa berperan mendorong upaya pcnyelesaian 

hukum non-pcradilan tcmadap kasus-kasus pembcritaan atau suatu karya jumalistik. 

Mekanisme itu bisa didorong melalui kelembagaan Dewan Pers yang memang memiliki 

fungsi mengawasi pclaksanaan Kodc Etik Jumal istik. 

cdangkan mcnyangkut UU KIP, pcmcrintah juga mcmiliki scjumlah tanggung jawab, 

erutama dikailkan dcngan upaya untuk mcwujudkan penyclenggaraan ocgara yang baik. 

anggungjawab itu utamanya, 

. Mcnjamin pc laksanaan hak mempcroieh infonnasi yang rncrupakan hak asasi manusia dan 

keterbukaan in formasi puhlik mcru pakan salah salu ciri pcnt ing negara demokrali s yang 

menjunjung tinggi kedaulatan rakyat; 

. Keterbukaan infonnasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan 

publik terhadap pcnyelenggaraan ncgara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu 

yang berakibat pada kepentingan publik; 

nggung jawab nega ra dalam UU KIP, sebenarnya dipcrtcgas dcngan posisinya sebaga i 

B dan Publik. Discbutkan dalam pasa l I angka 3 UU KIP, bahwa Sadan Publik mcrupakan 

Ie baga eksekutif, Icgisiatif, yud ikalif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya 

rkaitan dengan penyclenggaraan negara, yang sebagian atau scluruh dananya bersumber 

d ri Anggaran Pcndapalan dan Sclanja Negara dan/atau Anggaran Pendapalan dan Bclanja 

o erah. Artinya, pcnyclcnggara negara terkalegori Sadan Publik, seh ingga bcrkcwajiban 
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untuk menjalankan mandat keterbukaan infonnasi sebagaimana ditegaskan sebagai tujuan 

dalam UU KIP. 

Tujuan keterbukaan infonnasi publik adalah, 

a. menjamin hale warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, 

program kebijakan pubJik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan 

pengambiJan suatu keputusan publik; 

b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan pubJik; 

c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan 

pengelolaan Badan Publik yang baik; 

d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan 

efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; 

e.- mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; 

f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; danlatau 

• meningkatkan pengelolaan dan pelayanan infonnasi di lingkungan Badan Publik untuk 

menghasilkan layanan infonnasi yang berkualitas. 

ewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi Badan Publik, diatur dalam Bagian IV, pasal 7 

an 8 UU KIP. Dinyatakan bahwa kewajiban itu meliputi: 

. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan danlatau menerbitkan Infonnasi Publik 

yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Infonnasi Publik, selain 

infonnasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. 

. Badan Publik wajib menyediakan Infonnasi Publik yang akurat, benar, dan tidak 

menyesatkan. 
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3. Untuk meJaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan PubJik 

harus membangun dan mengembangkan sistem infonnasi dan dokumentasi untuk 

mengelola Infonnasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan 

mudab. 

4. Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil 

untuk memenuhi hak setiap Orang atas Infonnasi PubJik . 

. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan 

politile, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. 

. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 

ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana danlatau media elektronik dan 

nonelektronik. 

ertanyaan penting dalam konteks penelitian ini adalah, sejauh mana ketentuan tanggung 

j wab atau kewajiban pemerintah dalam implementasinya di lapangan, apakah pemerintah, 

ususnya pemerintah daerah telah mempersiapkan pengembangan sistem infonnasi dan 

kumentasi untuk pengelolaan infonnasi publik? 

i sejumlah wiJayah penelitian, menunjukkan belum siapnya atau sama sekali tidak 

d embangkan bagaimana seharusya mempersiapkan pengembangan sistem infonnasi dan 

d kumentasi untuk pengeloJaan infonnasi publik. Para pejabat di Badan Publik senantiasa 

ngakui bahwa sistem yang dimilikinya teJah dilakukan secara transparan dan dapat 

rtanggungjawabkan. Namun, begitu pengaJaman pubJik, dalam konteks ini khususnya 

alis dan aktifis organisasi non-pemerintah, seringkali menjumpai jalan buntu untuk 

m ndapatkan akses infonnasi. Alih-alih mendapatkan infonnasi, seringkali mereka justru 

di urigai dan mendapat ancaman, terutama bila infonnasi itu menyangkut isu-isu sensitif 
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seperti korupsi. Ervin Kaffah, Direktur Somasi, yang bergerak dalam isu anti korupsi di 

Mataram dan Nusa Tenggara Barat, mengungkapkan bahwa baikjurnalis maupun aktivis anti 

korupsi berbadapan dengan tidak saja ancaman kriminalisasi, terutarna pencemaran nama 

baik. Dan bahkan, tidak jarang justru mendapat perlakuan kekerasan.8 Ini seperti yang 

dialami Djauhari (wartawan Harlan Suara NTB) beserta 3 rekannya saat meminta infonnasi 

dan wawancara dengan salah seorang pimpinan Pertamina di Mataram, mereka justru 

mendapat ancaman berupa todongan pistol yang diarahkan ke wartawan. Kasus ini mendapat 

pematian luas karena menyangkut distribusi bahan bakar minyak yang ditengarai banyak 

'permainan,.9 Hal yang sarna terjadi di Medan dan Kupang, dimana kedua pemerintahan di 

wilayah ini juga 580gat lemah inisiatif dan komitmennya untuk terbuka dan menyediakan 

infonnasi yang menyangkut hajat bidup orang banyak. 

inya, implementasi dari tanggung jawab pemerintahan masih belum sepenuhnya teljadi. 

ni sebabnya, tanggung jawab pemerintah untuk mendorong kebebasan pers dan jaminan hale 

infonnasi masm memerlukan kerja keras dari semua pibak, terutama pemerintah itu 

ndiri untuk mengembangkan inisiatif-inisiatif yang lebm partisipatif bagi pengembangan 

ebagaimana Hyden et all (2004: 2-3) menyatakan bahwa kepekaan ketatapemerintahan itu 

enyangkut bagaimana aturan dari pennainan politik dikelola. Aturan-aturan bisa bersifat 

nnal, dan bisa pula bersifat informal. Tentunya dalam konteks pemyataan ini, sebesar 

papun pengaruh yang melatari tidak dibukanya informasi, aturan (hukum) haruslah tetap 

8 rvin Kaffah, wawancara, 23 Juni 2010. 

9 ~auhari, wawancara, 24 Juni 20 I O. 
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dijalankan sehingga memperlihatkan ketatapemerintahan yang tegas dalam mendorong 

bekerja dan terpenuhinya tujuan-tujuan dari suatu undang-undang. 

- Peran Organisasi Non-Pemerintah atau Pers 

Pasal 3 UU Pers menyatakan bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media 

infonnas~ pendidikan, hiburan dan kontrol sosial, serta dapat berfungsi sebagai lembaga 

konomi. Hal ini kemudian dipertegas dengan perannya yang meliputi: 

memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; 

. menegakkan nilai-nilai dasar demokras~ mendorong terwujudnya supremasi hokum, dan 

Hak Asasi Manusia, serta menghonnat kebhinekaan; 

• mengembangkan pendapat umum berdasarkan infonnasi yang tepat, akurat dan benar; 

melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan 

kepentingan umum; 

mempeJjuangkan keadilan dan kebenaran. 

ngsi dan peran semacam ini merupakan tanggung jawab hukum, yang tentunya, 

k nsekuensinya dalam menjalankan profesinya, wartawan akan mendapat perlindungan 

h kum. Persoalannya, bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dimaksudkan dalam 

8 UU Pers, belumlah diatur secara lengkap dan tegas. Itu sebabnya, dalam kenyataan di 

la angan kerapkaJi dijumpai begitu banyaknya pekerja pers mendapat aneaman dan 

k kerasan dalam menjalankan profesinya. Dalam konteks pengembangan ketatapemerintahan 

g baik di tingkat lolcal, sudah seharusnya pemerintah daerah ikut bertanggung jawab dan 

m mberikanjaminan perlindungan hukum bagi wartawan yang menjalankan tugasnya. 
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Yang menarik, untuk mengembangkan kemerdekaan pers serta hak memperoleh infonnasi, 

masyarakat diberikan jaminan hak hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 17 UU Pers. 

Secara khusus, keterlibatan masyarakat dalam dilakukan dengan kegiatan memantau dan 

melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang 

dilakukan oleh pers dan menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka 

menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional. 

asaI 17 UU Pers ini sangatlah berkaitan dengan ketentuan dalam UU KIP, karena 

enyangkut upaya mendorong keterbukaan akses infonnasi. Sebagaimana diurai dalam 

njelasan UU KIP, partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan 

eterbukaan Infonnasi Publik. Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Infonnasi 

blik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang 

tuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani 

ennintaan Infonnasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsiona~ dan cara 

derhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk 

embenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Infonnasi. 

adan publik lain selain penyelenggaran negara adaJah organisasi non-pemerintah, 

bagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 3 UU KIP. Dinyatakan, " ••• organisasi 

onpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran 

endapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

s mbangan masyarakat, dan/atau luar negeri." Dengan masuk sebagai kategori sebagai Badan 

blik, maka organisasi non-pemerintah pun bertanggung jawab pada hal yang sarna untuk 

engupayakan pengembangan keterbukaan akses infonnasi bagi publik. 
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Di sisi lain, publik atau masyarakat memiliki hak untuk memperoleh Infonnasi Publik, 

melihat dan mengetahui Infonnasi Publik; menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk 

umum untuk memperoleh Infonnasi Publik; mendapatkan salinan Informasi Publik melalui 

permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; danlatau menyebarluaskan Infonnasi Publik 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemohon Infonnasi Publik berhak 

engajukan pennintaan Infonnasi Publik disertai alasan pennintaan tersebut, dan bila 

endapat hambatan atau kegagalan dalam proses memohon infonnasi, maka berhak 

engajukan gugatan ke pengadilan. 

etentuan yang demikian memberikan landasan hukum bagi masyarakat untuk mengakses 

formasi terutama menyangkut kebutuban dan keperluannya, terutama menyakut 

epentingan publik yang luas. Meskipun demikian, masyarakat sebagai pengguna informasi 

ublikjuga dibebani kewajiban, sebagaimana ditegaskan dalam pasalS UU KIP, yakni: 

( ) Pengguna Infonnasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

( ) Pengguna Infonnasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh 

Infonnasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

D ngan sejumlah kewajiban, peran dan tanggung jawab yang demikian, peran pers dan 

arakat tentulah menjadi kunci strategis untuk mendorong proses demokratisasi otonomi 

d rah yang sekarang ini berlangsung, dan tentunya menjadi penting bagi politik 

p berdayaan pubIik yang mengimbangi penyelenggaraan pemerintahan daerah agar tidak 

m ngarah pada kesewenang-wenangan. 
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- Dinamika Aktor untuk Implementasi UU Pers dan UU KIP 

Di tengah proses demokratisasi yang berkembang, tentu menarik bila kita melihat bagaimana 

implementasi UU Pers dan UU KIP terjadi di lapangan, terutama dengan melihat sejauh mana 

kepentingan-kepentingan para aktor memainkan. Untuk membaca lebih rinci pertumbukan 

epentingan itu, maka dilihat sejumlah aktor yang dominan terlibat, antara lain: (l) 

asyarakat sipi~ (2) pemerintah dan birokrasi, (3) masyarakat ekonomi, dan (4) peradilan. 

asing-masing aktor berkontribusi dalam mempengaruhi implementasi UU Pers dan UU 

Ma.!Mlr.akat sipil yang dimaksudkan disini adaIah masyarakat yang telah mengartikulasikan 

agasan-gagasan dan kepentingannya untuk mendorong proses pelaksanaan jaminan hak atas 

es informasi dan kemerdekaan pers. Dalam proses penelitian dilakukan pilihan wawancara 
. 

engan para aktifis masyarakat sipil yang terlibat, seperti organisasi atau asosiasi 

artawa~umalis, pekerja pers, organisasi anti korupsi, dan sejumlah pembela hukum 

asyarakat sipil (LBH atau pengacara publik). Mereka bekerja secara sendiri maupun 

rsama dalam mendorong proses demokratisasi melalui pelaksanaan jaminan hak atas akses 

i formasi dan kemerdekaan pers. 

sejumlah daerah ditemukan aktor-aktor masyarakat sipil yang tergerak untuk melakukan 

u aya pembaruan sistem pemerintahan melalui desakan jaminan hak atas akses informasi 

p blik, agar sistem tersebut bisa lebih menjamin hak-hak asasi manusia dan kepentingan 

P blik. Yang menjadi penting dalam proses tersebut, adalah bagaimana upaya tersebut telah 

di akukan oleh aktor-aktor masyarakat sipil? 
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Di Denpasar Bali, upaya masyarakat sipil (khususnya Sioka Institute) dilakukan dengan cara 

melakukan riset mengenai kesiapan institusi pemerintahan dalam menata sistem keterbukaan 

infonnasi. Riset dilakukan ke sejumlah institusi dengan mengkhususkan tiga bidang, yakni: 

pendidikan, kesehatan dan Iingkungan. Hasil dari riset tersebut menunjukkan bahwa beberapa 

instansi di 4 kabupatenlkota serta di tingkat Provinsi Bali mencenninkan belum sistematis 

an transparannya akses infonnasi publik. Kemudian riset tersebut disosialisasikan melalui 

embug Lintas Aktor (RELA) Kesiapan Badan Publik di Bali dalam Penerapan UU 

eterbukaan Informasi Publik yang diadakan 8 Juti 2010 di Hotel Inna Bal~ sehingga 

iharapkan ada tahapan lebih maju terhadap upaya untuk menyiapkan keterbukaan informasi. 

ekuatan yang dimiliki oleh aktifis Sioka Institute dan jaringannya adaJah strategi informasi 

an jaringan yang mereka miliki cukup signifikan dipengaruhi oleh kapasitas dan keinginan 

rubahan bersama. 

i Kupang juga demikian, masyarakat sipil terutama jaringan PIAR (pusat Informasi dan 

dvokasi Raleyat) mendorong proses keterbukaan informasi publik melalui advokasi 

k bijakan. Paul Sinlaeloe menyatakanmeskipun inisiatif banyak dilakukan oleh lembaganya 

juga jaringan kerja PIAR, ketertutupan infonnasi masih terlalu dominan dilakukan oleh 

~abat publik. Menurutnya, perlu langkah-Iangkah radikal dalam mengubah situasi 

~ tertutupan informasi dan mental pejabat publik yang demikian, dan hal tersebut perlu 

di ukung oleh pers lokal yang kuat.1o 

U aya lebih maju dilakukan pemerintah ketika Pemerintah Propinsi NIT mulai bekerjasama 

gan GTZ untuk membentuk tim kerja pembentukan Komisi Infonnasi Daerah (KID) 

• Pembentukan tim kelja tersebut setelah dilakukan lokakarya dan pelatihan kepada 

10 aul Sinlaeloe. wawancara, Kupang. 21 Juli 2010. 
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peserta yang berasal dari birokrat dan masyarakat sipil.11 Do akhir sesi, forum berhasil 

membentuk tim kerja untuk pembentukan KID dengan tugas dialog publik dikoordinir oleh 

Wilson Therik (FAN) dan Abri (Bappeda NTI). Tim kerja diketuai, Dr. Hironimus A 

Fernandez (Sekretaris Bappeda NTI), Paul Sinlaeloe (FAN), Gabriel Beri Binna (Komisi A 

DPRD NTI) dan Rikardus Wawo (Forum Parlemen NTI). Untuk bidang penguatan badan 

(SOP) dikoordinir Rita Waisan dan Hasnah (Biro Organisasi Setda NTI) dan Cindy 

Saburhan. 

ang menari~ forum lokakarya mendiskusikan panjang lebar soal pelayanan infonnasi 

ubl~ terutama akses masyarakat terhadap dokumen APBD. Dari sharing antara kelompok 

birokrat, terlihat jelas bahwa publik masih sulit mengakses 

okumen APBD dengan berbagai alasan. Salah satu aJasannya adaIah birokrat sebagai pihak 

bertanggungjawab terhadap infonnasi pubJik, khawatir kalau 

ntuk memudahkan akses APBD, demikian forum lokakarya, perlu dibentuk unit akses 

i onnasi, diintensitkan dialog antara CSO dengan pemerintah, peningkatan kapasitas 

asyarakat melalui Sekolah Anggaran (Segar) melaksanakan UU KIP, mengefektifkan media 

i fonnasi publ~ seperti resource center, website, CD, poster, Forum Parlemen dan FAN.12 

U aya yang demikian bisa jalan karena tekanan sekaligus dukungan publik menguat terutama 

te kait dengan poJitik desentralisasi yang kian membuka peluang masyarakat untuk terlibat 

II okakarya dilakukan selama dua hari, Senin dan Selasa (3115-116/2010) di Hotel Kristal Kupang. Lokakarya 
ini menghadirkan nara sumber. Alamsyah Saragih (Komisi Informasi Nasional), Honing Sani (anggota Komisi 
IV DPR RI), Agus Sudibyo (Yayasan SET), Robert Candra (Setda Kabupaten Lebak), Prof. Dr. Alo Liliweri 
(U dana), Dion DB Putra (Pemred Pos Kupang), Mutiara Dara Mauboi (Ketua KPID N1T) dan Dahlan dari 
Fi Jawa Tunur. 
12 umber: http://www.pos-kupang.comlread!artikeI/48635/dibentuk-tim-kerja-oembentukan-kid-ntt 
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langsung berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kebijakan daerah. Publik kini lebih 

berani mengemukakan gagasan-gagasannya melalui sejumlah media dan saluran politik yang 

tersedia, dibandingkan masa Soeharto yang tidak banyak memberikan ruang politik 

partisipasi bagi masyarakat Apalagi ditopang dengan kebebasan pers dan jaminan hukum 

hak atas infonnasi publik yang kian penting posisinya untuk mendorong ke arab keterbukaan 

politik lokal. Dalam konteks inil~ masyarakat sipil mendapati momentum untuk proses­

proses politik demokratisasi tersebut. 

- Hambatan dan Tantangan Implementasi 

i tengah proses demokratisasi lokal yang kian berkembang, terutama pasca 1998, memang 

idak dipungkiri bahwa situasi politik dan partisipasi publilc semakin berkembang. Secara 

ukum, proses ini pula didorong dengan lahimya peraturan perundang-undangan yang 

emberikan peluang bagi masyarakat untuk terlibat lebili luas, terutama secara khusus 

rkaitan dengan hadirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

aerah (menggantikan UU No. 19 Tabun 1999), Undang-Undang No. 40 Tabun 1999 tentang 

erSt dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008. 

eskipun demikian, ada pula sejumlah hambatan dan tantangan yang perlu dikemukakan di 

i untuk memahami bahwa implementasi kebebasan pers dan hak atas akses infonnasi 

blik menjadi sulit dan 5angat berkaitan dengan konteks dinamika politik lokal yang 

rsinggungan dengan kepentingan ekonomi tertentu. 

ambatan yang demikian meliputi sejumlah hal, antara lain: Pertama, aturan main (hukum) 

I kal yang belum disiapkan untuk mendukung proses keterbukaan infonnasi publik, terutama 
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ketentuan prosedur untuk akses infonnasi. Prosedur yang demikian diperlukan agar pubJik 

mengetahui melalui jalan atau mekanisme apa dalam mengaksesnya. Prosedur tersebut pula 

diJengkapi dengan penjelasan institusi yang bertanggung jawab, sehingga jelas ketika proses 

akses infonnasi yang tidak bisa ditembus dapat dilaporkan siapa pihak yang harus 

bertanggung jawab. Publik, akan dengan lebih mudah melaporkannya kepada Komisi 

Infonnasi. 

Kedua, menyangkut belum dihonnatinya kebebasan pers. Kebebasan pers seriogkaJi 

dianggap ancaman bagi kekuasaan, sehingga kecenderungan politik lokal untuk membatasi 

pcrs semakin menguat Pers kerap diancam dan diJece~ terutama berkaitan dengan 

infonnasi yang menyangkut kredibiJitas seseorang, pejabat, maupun institusi tertentu. 

etiga, belum semua aparat hukum menyadari dan memahami soal kebebasan pel'S dan 

aminan hak atas infonnasi publik. Aparat hukum yang dimaksudkan di sini adalah 

epolisian, kejaksaan dan hakim dalam keseluruhan proses peradiJan. Temuan di lapangan 

enunjukkan aparat penegak hukum banyak yang bekerja tidak profesionaJ, baik dalam 

enghadapi pers maupun dalam menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan pers. Kasus 

ang dihadapi oleh Upi Asmaradhana, wartawan Metro TV di Makassar misalnya, 

emperlihatkan arogansi seorang Kapolda Sulawesi Selatan (Irjen (pol) Drs. Sisno 

diwinoto, SH.) terhadap profesi jumalis. Begitu juga penanganan kasus tewasnya wartawa 

dar Bali, Prabangsa, yang pada awalnya begitu sulit diselidiki dan diproses, namun karena 

t kanan dan kawalan masyarakat sipil dan asosiasi jumalis membuat proses penegakan 

ukum menjadi lebih baik. Atau juga penangan kasus kekerasan dan pelecehan terhadap 

alis di Mataram yang diselesaikan dengan proses mediasi, meskipun peristiwa tersebut 

j las merupakan tindak pidana, sebagaimana kasus penodongan pistol dan senjata tajam oleh 
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petinggi Pertamina terbadap empat jumalis lokal Oumalis Suam NTB dkk.). Begitu juga 

pihak kejaksaan dan hakim yang kurang menguasai hukum pers, sehingga selalu 

menyelesaikan kasus-kasus pers dengan penerapan KUHP. 

Keempat, budaya korupsi. Diakui oleh banyak jumalis di lapangan, bahwa budaya korupsi 

yang kemudian bekerja secara sistemik di pemerintaban maupun aparat penegak hukum 

melahirkan situasi pembatasan-pembatasan akses infonnasi dan perlawanan terhadap pers. 

idak mengherankan, banyaknya kasus yang sedang dihadapi pers beberapa tabun terakhir 

nemperlihatkan bahwa kasus-kasus tersebut dipicu oleh liputan-Iiputan jumalis terbadap 

us-kasus korupsi. Kasus tewasnya Prabangsa di Bali yang setelah meliput jaringan korupsi 

i keluarga Bupati Bangl~ kasus kekerasan terhadap Achmadi yang telah meliput mafia kayu 

g melibatkan militer, atau juga ancaman-ancaman terhadap wartawan di Kupang, 

ataram, Medan dan Makassar yang melibatkan preman bayaran untuk menekan jumalis 

ang meliput kasus-kasus korupsi. 

elima, profesionalitas jumalis/pekerja pers yang terbatas. Diakui pula oleh pimpinan 

~umlah organisasi jumaIis bahwa tidak sedikit jumlah pekerja pers yang belum memahami 

ode Etik Iumalistik dan UU Pers 1999. Sehingga dalam menjalankan profesinya, seringkali 

j malis menerima berita pesanan dengan imbalan uang, materi atau fasilitas lainnya. Selain 

i u, sering jumalis hanya meliput dan memberitakan seeara sensasional tanpa 

emperhitungkan aspek hak privasi dan f ungsi pendidikan kepada masyarakat. Sehingga hal 

t rsebut meneiderai kebebasan pers dan kebebasan infonnasi. Bahkan melakukan wawancara, 

edia seeara sepihak mengklaim adanya infonnasi manipulasi yang perlu dikonfmnas~ yang 

rujung pada upaya pemerasan. 
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Berdasarkan data pengaduan yang dimiliki Dewan Pers dari tabun 2000 hingga 2008, telah 

menerima 1.75S pengaduan dan terjadi kenaikan dari tabun ke tabun, sebagaimana terlihat 

dalam data berikul Pengaduan Tabun 2000 sampai 200S13 

Tahuu Jumlah 

2000-03 427 

2003 101 

2004 153 

2005 127 

2006 207 

2007 319 

200S 424 

JUMLAH 1.75S 

tas kecenderungan ben kenaikan jumlah jumalis yang tidak profesiona~ Dewan Pers 

emberikan Pemyataan resmi pada 5 Maret 200S, menegaskan kembali bahwa: 

• Wartawan wajib menegakkan prinsip-prinsip etika, seperti yang tercantum dalam Kode 

Etik Jumalistik (KEJ), yang telah disepakati oleh organisasi-organisasi wartawan. 

Wartawan adak menggunakan cara-cara pemaksaan dan klaim sepihak terhadap 

informasi yang ingin dikonfirmasikan kepada narasumber . 

. Wartawan tidak boleh menerima suap (amplop) dari narasumber dalam mencari 

informasi, oleh karena itu masyarakatlnarasumber tidak perlu menyuap wartawan. Kode 

Etik Jumalistik denganjelas menyatakan wartawan Indonesia selalu menjaga kehormatan 

profesi dengan tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun dari sumber berita. Dengan 

tidak menyuap, masyarakat turut membantu upaya menegakkan etika dan upaya 

memberantas praktek penyalabgunaan profesi wartawan. 

13 ewan Pers (2009) Pengaduan Tabun 2000 sampai 2008. 11 Febnaari 2009. 
h :lIwww.dewan .or (t • h ? - n & -det&z=69f8b39S 11 fl3d9dc3b26df6 fb (diakses 15 
S ptember 2010) 
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3. Masyarakat berhak menanyakan identitas wartawan dan mencek kebenaran status media 

tempatnya bekerja. Masyarakat berhak menolak meJayani wartawan yang 

menyalahgunakan profesinya dalam melakukan kegiatanjurnalistik. 

4. Dewan Pel'S mengimbau agar komunitas wartawan dan pel'S bahu-membahu bersama 

masyarakat untuk memerangi praktik penyalahgunaan profesi wartawan dan melaporkan 

pada kepolisian. 

Keenam, faktor yang penting dan menghambat upaya kemerdekaan pers adalah masih 

dominannya cara-c&ra kekerasan dalam merespon upaya kebebasan pers dan kebebasan 

infonnasi. Cara kekerasan yang demikian, apaJagi disertai dengan pembiaran oleh aparat 

penegak hokum serta tiadanya komitmen poUtik pemerin~ menunjukkan bahwa 

ebebasan pel'S dalam posisi yang terancam, dan profesi jumalis meqjadi profesi yang 

rbahaya atau mengandung resiko besar. Teror yang dilakukan terhadap jumalis di 

erauke, terutama teror jelang kematian wartawan Ardiansyah hingga ia ditemukan tewas di 

ungai, dan kemudian terror terhadap jumalis lainnya usai ditemukan mayat Ardiansyah, 

emperlihatkan tekanan represif begitu dominan dalam konteks lokal. Bisa dibayan~ 

ituasi yang demikian mencekam tersebut akan tidak mudah bagi jumalis lainnya untuk bebas 

enjalankan profesinya sebagai jumalis. 

i tengah sejumlah hambatan tersebut, upaya mendorong kebebasan pers dan jaminan hak 

akses informasi berada dalam konteks tantangan-tantangan, terutama dua hal: Pertama, 

namika politik lokal yang bersinggungan dengan kepentingan ekonomi tertentu serta 

politik pemerintah daerah yang lemah terhadap proses keterbukaan 
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Dinamika politik loka~ sedari urusan pemilihan umum kepala daerah hingga urusan investasi 

dan eksploitasi sumberdaya al~ memiliki pengaruh atas berJangsungnya sikap dan 

komitmen politik kekuasaan dalam mengembangkan otonomi daerah. Sesungguhnya tak 

menjadi masalah bila pengelolaan politik dan ekonomi dilakukan secara terbuka dan lebih 

ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Sayangnya, tidak semua demikian. 

Dinamika politik lokal lebih memperiihatkan kecenderungan perebutan sumberdaya untuk 

kepentingan individu ataupun golongan, sehingga tidak mengherankan bahwa proses 

persaingan perebutan kekuasaan politik lokal menjadi sangat rentan atas konflik-konflik antar 

golongan, dan ironisnya lebih mengedepankan cara kekerasan. 

Dinamika politik lolcal yang demikian memberikan pengaruh gravitasi yang kuat atas proses 

penghonnatan terhadap pelS dan keterbukaan infonnasi publik. Lihat saja, kasus-kasus 

ekanan terhadap pelS lebih dipengaruhi oleh muatan kepentingan politik lokal, baik dalam 

us yang disebabkan situasi Pilkada, eksploitasi sumberdaya alam, korupsi, dan proyek-

royek daerah yang manipulatif untuk kepentingan individu dan sekeJompok orang atau 

ituasi ini lebih diperparah dengan komitmen poJitik pemerintah daerah yang lemah terhadap 

roses keterbukaan infonnasi pubJik. Indikator paling sederhana adalah belurn diterapkannya 

KIP 2008 dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga hari ini baru ada 2 propinsi 

ang memiliki Komisi Infonnasi Daerah (KID) dari seluruh wilayah di Indonesia, yakni Jawa 

imur dan Jawa Tengah. Propinsi lainnya lebih banyak berada dalam tahapan-tahapan yang 

t dak jelas dan serius. Ini merupakan pertanda bahwa urusan keterbukaan infonnasi publik 

lum menjadi agenda yang serius untuk mendorong proses demokratisasi lokal. 
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Bagian m Kebebasan Pel'S dan Hak atas Akses Informasi Publik dalam Konteks Rule 

of Law 

Satu sudut pandang yang penting dilihat dalam perspektif hukum adalah bagaimana 

kebebasan pers dan hak akses infonnasi publik ditinjau dari sisi rule of law. Tinjauan rule of 

law ini dimaksudkan untuk memahami bagaimana sistem hukum dan penegakan hukumnya 

menjamin hak asasi manusia atau hak warga negara, khususnya menyangkut kebebasan pers 

dan kebebasan infonnasi. Rule of law diperlukan dalam rangka memangkas segala bentuk 

kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan negara. Rule of law merupakan suatu 

konsep payung untuk sejumlah hukum dan institusinya yang berfungsi menjamin hak-hak 

warga negaranya dari kekuasaan negara, atau pula penyerangan oleh warga negara Iainnya.14 

Sudut pandang ini tidak akan menggunakan keragaman definisi antara rule of law, rechstaat 

maupun negara hokum-nya Indonesia, melainkan menggunakan pijakan elemen-elemen dari 

rule of law itu sendiri. Mengutip pandangan Adriaan Bedner (2010), ada dua pendekatan 

untuk mendapati suatu k1asifikasi yang lebih sistematik. Yang pertama, pemahaman antara 

versi rule oflaw yang fonnal dan substansial. Fonnallebih menekankan hukum sebagai suatu 

instrument dan suatu dasar pemerintahan, namun diam tatkala memperbincangkan hukum apa 

ang harusnya mengatur. 

edangkan versi substantif lebih merupakan perangkat standar suatu materi norma yang harus 

eeara moral dibenarkan. Sedangkan pendekatan kedua, yakni k1asifikasi yang mempeljelas 

efinisi-definisi antara dari yang sifatnya terbatas (tipis) hingga yang elaboratif (tebal) dan 

t rdapat tahapan-tahapan di dalamnya. Definisi rule of law yang tipis ini misalnya merujuk 

I Mengenai konsep perlindungan warga negara dari penyerangan warga negara lainnya lebih merupakan situasi 
y g umum mengemuka dalam rule of law dibandingkan rechstaat. Sejarah dalam konteks ini bisa dibaca dati 

• N.W. (2003) 'The Rechtsstaat and the Rule of Law'. 
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pada tulisan Raz (1979), 'orang haus mematuhi hukum dan diatur oleh hukum.' Sedangkan 

definisi yang lebih tebat merupakan defmisi yang mengelaborasi atau menambah defmisi 

tipisnya, seperti yang dikemukakan oleh Thomas Carothers (2006), 'Rule of law 

didefinisikan sebagai suatu sistem yang hukum merupakan pengetahuan publik, jelas 

pengertiannya dan berlaku setara uotuk setiap orang. Rule of law menegaskan dan 

memperkuat kebebasan-kebebasan sipil dan politik yang telah mendapatkan status sebagai 

hak asasi manusia universallebih dari setengah abad. Secara khusus, seseorang yang dituduh 

berbuat kejahatan memiliki hak atas peradilan yang adil, didengar dengan layak, dan 

memberlakukan praduga tak bersalah hingga terbukti dinyatakan bersalah. lnstitusi utama 

dalam sistem hukum, tennasuk pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian haruslah berlaku adit, 

sesuai kompetensi dan efisien. Hakim harus tidak memihak dan merdeka, tidak menjadi 

subyek pengaruh dan manipulasi politik. Dan yang terpenting, pemerintah terikat dalam suatu 

kerangka hukum komprehensif yang aparat-aparatnya menerima bahwa hukum diaplikasikan 

atas tindakan mereka sendiri, dan pemerintah mengupayakan mematuhinya.' 

Dengan menggunakan kedua pendekatan ini, marl kita tihat situasi-situasinya yang menjadi 

penting memahami kebebasan pers dan akses hak atas infonnasi dalam konteks otonomi 

daerah. 

- Eremen p,oseduraJ (a/uran oleh hukum, tindaklln nega,a sebagai subyek hukum, 

legaJitas fomud dan denwk,asi) 

Secara umum, lahirnya UU Pers 1999 dan UU KIP 2008 menegaskan adanya ketentuan yang 

diatur melalui hukum, sehingga kedua ketentuan tersebut menjadi landasan fonnal untuk 

pelaksanaan atau imptementasi upaya kebebasan pers dan hak atas akses informasi publik. 
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Sejumlah tindakan negara telah ditentukan dalam kedua aturan fonnal tersebut, sebagaimana 

diuraikan dalam bagian sebelumnya mengenai tanggung jawab dan peran pemerintah. Hal ini 

penting agar segala tindakan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, 

karena pemerintah yangjuga sebagai Badan Publik merupakan subyek hukum. 

Begitu juga dalam soal legalitas fonnal, hukum haruslah sesuai dengan persyaratan tertentu 

bila ia menjadi efektif untuk membatasi penggunaan kekuasaan. LegaJitas fonnal 

memberikan peluang warga negara untuk merencanakan tindakan mereka, sebagaimana 

mereka dapat memperkirakan bagaimana negara akan meresponnya. Pemaknaan sederhana 

mengenai demolaasi dalam konsep elemen prosed ural adaIah bentuk yang melihat 

bentukan hukum dan pembuatan kebijakan pemerintah yang melibatkan pengaroh warga 

egara atas k.ebijakan yang berdampak terhadap mereka. Misalnya, prosedur untuk terlibat 

lam partisipasi untuk merancang kebijakan yang terkait 

alam realitasnya, bahwa persoalan yang kerap teljadi adalah tindakan negara yang 

ringkali tidak terbuka atau transparan, dengan menggunakan argumentasi bahwa 

merintah telah memiliki prosedur fonnal tersendiri bilamana publik, tennasuk jumalis 

enginginkan infonnasi terkait dengan kebijakan tertentu. Hal ini umum teljadi di berbagai 

ilayah, terutama menyangkut APBD yang seharusnya menjadi dokumen publik. 

J malis setiap tahunnya berupaya untuk memberitakan proses pembuatan RAPBD, namun 

pir dipastikan tidak mudah mendapatkannya secara fonnal. Tidak begitu mengherankan 

b la publik jarang mengetahui apa yang sedang direncanakan oleh pemerintah daerahnya 

enyangkut pembangunan dan pembiayaannya. Jumalis justru biasanya mendapatkan 

i onnasi mengenai APBD justru dari tangan-tangan individu yang peduli terhadap 
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masyarakat, sehingga memberikannya secara diam-diam atau diberikan kepada jaringan 

khusus jumalis. Berdasarkan pengalaman jurnalis, APBD yang disusun akan dibuka kepada 

publik ketika mulai banyak menuai tekanan, sehingga pemberitaan yang dilakukan secara 

kritis alas situasi tersebut pula mempengaruhi keterbukaan informasi. 

Di sisi lain, proses partisipasi warga sendiri dalam pembuatan atau perumusan RAPBD 

sangatlah minim, dan bahkan tidak banyak dilakukan. Prosesnya terbatas keterlibatannya 

pada lingkaran kekuasaan, seperti dinas-dinas pemerintahan dan DPRD. Hal ini umum 

terjadi, sehingga proses demokrasi lokal untuk mendorong keterbukaan informasi publik 

belum dilakukan secara sungguh-sungguh. 

Situasi yang demikian, hampir menyeluruh di berbagai wilayah di Indonesia. Banyak badan 

ublik yang ~~siap dalam menjalankan amanat UU KIP 2008 tersebut, dan hal inilah yang 

enjadi penyebab utarna tidak maksimalnya implementasi UU KIP 2008 yang semangatnya 

tuk mencegah korupsi. Dalam dialog publik memperingati Hari Intemasional Hak untuk 

abu dengan tema "Transparans~ Antisipasi Sengketa Informasi", Ahmad Alamsyab Saragih 

etua Komisi Informasi) menyatakan bahwa sejak UU KIP 2008 diberlakukan pada 30 

pril 2010, banyak sengketa informasi yang terjadi karena badan publik yang tidak pabam 

tidak siap menjalankan keterbukaan.15 

engan catatan realitas ini, maka elemen proseduml rule of law dalam konteks kebebasan 

rs dan hak atas akses informasi hanyalah sebatas memiliki atumn formal, yang 

laksanaannya oleh badan publik ataupun pemerintah dalam hal ini masih belum banyak 

ilakukan atau memberikan jaminan pemenuhannya. Tidak jalannya aturan fonnal tersebut 

I "UU Informasi: Badan Publik Tak Siap Jalankan Keterbukaan". Kompas. 29 September 2010. 
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lebih disebabkan ketidalepahaman dan ketidaksiapan aparatur negara dalam keterbukaan 

infonnasi publik. 

- Elemen substanti! (subordinasi hukum alas dasar pena/siran prinsip dasar keadilan, 

per/indungan kebebasan dan hak-hak individu, pemaJIUllI hak sos/a/, pedindungan 

hak-hak kelompok) 

Elemen penting lainnya menyangkut substans~ menjadi sangat bennakna karena langsung 

berkaitan dengan upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat. Elemen ini 

eliputi: subordinasi hukum atas dasar penafsiran prinsip dasar keadilan, perlindungan 

ebebasan dan hak-hale individu. pemajuan hale sosia~ serta perlindungan hale-hale kelompok. 

ebagaimana ditegaskan dalam UU Pel'S 1999, bahwa kemerdekaan pel'S dijamin sebagai hale 

i warga negara (pasal 4 ayat 1). Hal ini disertai dengan tuntutan tanggung jawab 

merintah untuk menjamin fungsi dan peran pel'S, memberikan jaminan dan perlindungan 

ukum terhadap pers nasional dengan tidak mengenakan penyensoran, pembredelan atau 

elarangan penyiaran, tidak melakukan campur tangan atau paksaan tertentu terhadap pers 

iona~ serta memberikan perlindungan terhadap pel'S untuk bebas dari campur tangan dan 

fJI'U".oxa<ILlI pihak lain terbadap pers nasion ai, melindungi secara hukum pelaksanaan profesi 

artawan, serta menjamin pel'S nasional untuk menjalankan hale mencan, memperoleh, dan 

enyebarluaskan gagasan dan infonnasi. 

S lama proses penelitian, memperlihatkan pemerintah belum sepenuhnya menjamin fungsi 

peran pel'S. Sejumlah kematian yang menimpa jumalis, Ardiansyah Matrais (wartawan di 

rauke) dan terjadi di 8uol yang menimpa Ridwan Salamun (wartawan Sun TV), dan juga 
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kekerasan-kekerasan sebagaimana dialami Achmadi (wartawan Harlan Aceh), Baharuddin 

(wartawan Koran Sindo, Makassar), serta dialami oleh wartawan harlan umum Pos Kupang, 

Obby Lewanrneru yang bertugas di Kabupaten Manggarai Barat, maupun kekerasan non fisik 

seperti yang dihadapi Benny Jahang (wartawan Pos Kupang) dan Robert Kadang (wartawan 

Timor Express) pada 2008 lalu. 

Ditinjau dari sisi petaleu pun beragam. Mulai dari kepolisian (kasus yang dialami Robert 

Kadang, wartawan Timor Express (Jawa Pos Group)16, jaksa (dialami oteh Yopi Lati, 

wartawan Timor Express)17, militer {kasus Achmadi, wartawan Harian Aceh)18, anggota 

Badan Intelejen Negara (BIN) (dalam kasus yang dialami oleh Musa Kondorura, Kontributor 

dan KBR 6811, serta penyiar Radio Sasar Wondama di Wasior, 23 Agustus 2010), .. 
ggota DPRD {kasus yang dialami Beny Djahang, wartawan Pos Kupangi9

, Kepala Desa 

us yang dialamai Baharudin, wartawan Koran Sindo Bulukumba)20. preman (seperti 

Y &Cobus Lewanmeru, wartawan harian Pos Kupang)21, 

6 Bakal calon gubemur NIT yang juga perwira senior di Polda NIT. Kombes Alfons Loemau, mengancam 
memukul wartawan Pos Kupang. Benny Jahang, dan wartawan Timor Expres. Robert Kadang. Ancaman 

tu dilakukannya ketika kedua wartawan tersebut sedang meliput di Mapolresta Kupang (191512008). Alfons 
elakukan kekerasan dengan mengucapkan kata kasar, "Atas izin siapa kalian ambit folo saya? Kalau mau foto 

Minta izin saya dulu. Jangan hanys ambit-ambit saja seperti itu. Monyetl ... Mau saya tampar kalian." 
elain itu ia juga mengancam. "KaJau kaUan bisa menekan orang dengan pulpen, saya juga bisa melakukan 

gan cara saya. Paham kalian?" kata Alfons sambil menatap Benny Jahang dan Robert Kadang. Oia pun 
eminta Robert Kadang untuk menghapus fota-fotonya. "Saya tampar kamu nanti, segera keluarkan folo itu, 

eJuarkanl". 
I Tanggal 121212008, Yoppi Latty, wartawan Timex, ditelepon oleh bagian Humas Kajati NIT untuk 

enghubungi wartawan lain agar datang ke kanlor Kejati NIT karena ada yang mau disampaikan. Namun 
am pertemuan dengan Hady Purwoto yang adaIah Aspidum Kejati NIT, Yoppi justru dimarah-marah dan 

urwolo malah mengangkat dagu Yoppi (Tuna. 1512120(8). 
I Ahmadi meJiput bisnis militer di Simelue, Aceh. yang meliputi bisnis illegal logging. Pemberitaannya yang 

·tis soaI illegal logging tersebut membuat militer marah, sehingga ia dipukuli hingga babak belur dan alat 
rjanya dirusak. 

I Leher Benny Ojahang dicekik, hingga kulit bagian bawah tenggorokan mengalami leeet dan memerah. Lihat, 
ggota DPRD NIT Aniaya Wartawan Pos Kupang", Tempo Inlerablf, 13 Juli 2004. 

Baharuddin dan beberapa jumalis di Bulukumba sedang meliput di BKDO Bulukumba, tentang protes guru 
h nor terhadap pemkab setempat. Korban yang sedang menunggu dipintu tiba-tiba dipukul oleh keluarga 

epala BKDD setempat. Mata kiri korban lebam karena terkena tinju dari pelaku. 
2 Wartawan harian Pos Kupang, Nusa Tenggara Timur, Yacobus Lewanmeru. yang bertugas di Labuan Bajo, 

bupaten Manggarai. Barat, Pulau Flores, Nusa Tenggara TImur, dipukuli dan dianiaya tengah malam oleh 
e pat laki-Iaki. Akibat penganiayaan itu, Obby, panggilan akrab Yacobus, lub parah di bagian bibir. Oi 

pa bagian tubuh dan kepala juga tampak memar terkena pukulan. 
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Tentunya, dengan sejumlah falda yang demikian memperlihatkan bahwa perlindungan atas 

kebebasan pel'S serta jaminan dan hak-hak pubJik untuk mendapatkan informasi demikian 

mudah dilanggar dan ditabrak dengan cara~ kekerasan yang dilakukan oleh banyak aIdor, 

sedangkan negara sendiri selain tidak bisa melindungi kebebasan dan hak-hak tersebut, 

namunjugajustru menjadi pelaku kekerasan. 

Dengan konteks kasus-kasus tersebut, maka elemen substantif rule of law dalam mendorong 

ebebasan pers dan menjamin hak atas akses informasi masih jauh dari yang diharapkan. 

palagi bila direfleksikan dengan kasus-kasus yang terjadi, lebih tertuju pada keinginan 

umaIis dan publik untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program 

ebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu 

eputuSan publik. Ketika. pengungkapan dugaan korupsi dilawan dengan intimidas~ makan 

sungguhnya para pejabat badan publik tidak siap untuk mewujudkan penyelenggaraan 

egara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat 

ipertanggungjawabkan. Kasus-kasus kekerasan terbadap jurnalis di Nusa Tenggara Timur, 

sungguhnya terkait dengan upaya untuk mengangkat isu kemiskinan, busung lapar, korupsi 

an penyelenggaraan pemerintahan yang buruk serta kebijakan yang asal-asalan serta 

empengaruhi hajat hidup orang banyak, yang semuanya itu saling berkorelasi antara satu 

lainnya. 

- Elemen mekanisme pengawasan (peradilan yang jurdil, ser/a lembaga negara lain 

yang kredibeUefektij) 
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Yang tidak kalab penting untuk memabami bekerjanya rule of law dalam konteks kebebasan 

pers dan hak atas akses infonnasi adalah menyangkut peradilan yangjurdil serta lembaga 

negara lain yang kredibel atau efektif. Keduanya berkaitan untuk melibat sistem penegakan 

hukum yang berurusan dengan lembaga negara, baik itu peradilan, parlemen maupun 

pemerintahan. 

Peradilan yang berkaitan dengan kasus-kasus pers sesungguhnya sudah mulai ditangani 

secara lebih baik, untuk menjadikan kasus-kasus yang terkait dengan pers sebagai lex 

specialis dengan menggunakan UU Pers, bukan KUHP. Meskipun belum seluruhnya, tetapi 

setidaknya upaya Mahkamah Agung yang mengeJuarkan Surat Edaran Nomor 13 Tabun 

2008, 141Bua.61Hs1SP1XI1I2008 tertanggal 30 Desember 2008 tentang Meminta Keterangan 

aksi Ahli (dari Dewan Pers), menyangkut kasus-kasus yang terkait dengan delik pers. 

lam praktek, tidak sedikit kasus yang dibadapi jumalis dan pemilik media, baik gugatan 

eperdataan maupun ancaman kriminalisasi yang akhimya dimenangkan oleh jumalis atau 

edia. Gugatan Raymond Teddy terhadap 7 media Massa di empat pengadilan negeri, 

erakhir dengan kemenangan pers. Begitu juga kasus-kasus Iiputan investigatif yang tengah 

ihadapi oleh Tempo melawan sejumlah perusahaan atau pengusaha. Kasus yang menimpa 

artawan Radar Bali, Prabangsa, pun telah berakhir dengan penolakan kasasi ke Mahkamah 

gung yang diajukan para terdakwa pelaku pembunuhan. 

i tingkat daerah, kita patut mencatat, kemenangan Upi Asmardhana melawan Sisno 

( apolda Sulsel), kemenangan sejumlah kasus Pos Kupang, dan pemidanaan terhadap pelaku 

kerasan terhadap wartawan, telah banyak diputuskan meskipun belum sepenuhnya 

emenuhi rasa keadilan. Sebagaimana kasus Miftahuddin (wartawan foto Radar Bali) dan 
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Baharudin (wartawan Koran Sindo) yang merasakan ketidakadilan atas putusan Pengadilan 

Negeri yang terlalu ringan menghukum pelaku kekerasan. Meskipun demikian, proses hokum 

atau peradilan juga terlihat lemah dan tidak berdaya ketika aparat kepolisian maupun 

kejaksaan tidak serius melakukan upaya pemidanaan terhadap pelaku kekerasan, 

sebagaimana terjadi dalam kasus penyekapan wartawan (RezaIPos Metro, AI AminlMetro 

Aceh, PendilAN TV, Edi Ointingffrans 7, WahyulSCTV di Medan oleh pihak RSUP Adam 

Malik dan juga ancaman penodongan senjata api oleh petinggi Pertamina di Mataram. Juga, 

dalam kasus sengketa Radio Era Baru dan pemidanaan Direktur Utamanya di Batam, 

memperlihatkan betapa peradilan lemah dalam melindungi jaminan kebebasan pers. 

i sisi lain, menyangkut kelembagaan negara, upaya penyelesaian sengketa pers juga 

ilakukan secara baik oleh Dewan Pers. Dewan Pers, sebagai lembaga negara terkait, dengan 

epemimpinan Bagir Manan,. seorang mantan Ketua Mahkamah Agung, menjadi sangat 

fektif untuk menekan peradiJan agar mematuhi aturan main hukum pers. Tidak sedikit kasus 

rs dapat diselesaikan melalui proses mediasi, tanpa melalui jalur hokum peradilan. Dewan 

ers juga tidak segan untuk menegur pers yang tidak profesional. 

engan konteks yang demikian, elemen mekanisme pengawasan yang diIakukan baik oleh 

radilan dan kelembagaan negara telah mulai tumbuh mengembangkan sistem penegakan 

m pers yang penting untuk proses demokratisasi, termasuk mendorong keterbukaan 

. formasi publik yang bisa berfungsi memperluas kesadaran publik mengembangkan 

p isipasi kewargaannya. Meskipun demikian, bagaimanapun perlcembangan posit if dalam 

k nteks elemen pengawasan, upaya sistem penegakan hukum yang lebih melindungi 

k bebasan pers dan jaminan hak atas akses informasi menjadi sangat penting diawali oteh 
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aparat penegak hokum yang juga profesional, terutama kepolisian dan kejaksaan, yang 

menjadi ujung tombak perlindungan hak-hak publik sertajumalis. 

Bagian W Jaminan dan Strategi Pengembangan Kebebasan Pen dan Hak alas Akses 

Informasi dalam Demokratisasi Otonomi Daerah 

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa jaminan kebebasan pers dan hak atas akses 

informasi telah diberikan melalui UU Pers 1999 maupun UU KIP 2008. Tentunya jaminan 

perundang-undangan tersebut belumlah cukup, sehingga diperlukan instrumen hukum yang 

lebm implementatif serta pemahaman aparatur negara maupun pihak lainnya untuk 

endorong proses jalannya jaminan kebebasan pers dan hak atas akses informasi. 

eskipun demikian, implementasi kebebasan pers maupun hak atas akses informasi sangat 

ipengaruhi oteh banyak faktor, terutama kepentingan politik dan ekonomi di daerah. Dua isu 

ersebut sangat berkaitan, sebingga konflik kepentingan menjadi tak terhindarkan dalam 

roses-proses pemajuan dan pemenuhannya. Baru-baru in~ Ketua Dewan Pers yang juga 

antan Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan berpendapat dalam tulisannya soal 

emerdekaan pers dan kebebasan infonnasi publik, "Bagaimana kalau kebebasan 

emperoleh infonnasi itu dilihat dari perspektif kemerdekaan pers? Selama tertanam 

andangan bahwa hubungan antara pemerintah dan pers adalah hubungan dua kepentingan 

g berbeda, bersifat adversary atau setidak-tidaknya kompetitor, bukan kemitraan 

artnership), maka selalu akan ada pembatasan kemerdekaan pers, tennasuk kebebasan 

emperoleh infonnasi". la menambahkan, "HaNS diakui, pers sebagai institusi sosial secara 

n luriah memiliki kepentingan yang berbeda dengan kepentingan kekuasaan. Tapi hal 

s macam itu tidak semestinya terjadi dalam tatanan demokrasi. Hakikat negara dalam 
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demokrasi adalah public servant, seperti halnya pers yang bekerja untuk mewujudkan 

kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Keterbukaan merupakan bagian dari fungsi negara 

sebagai public servant, tennasuk keterbukaan dan kebebasan memperoleh infonnasi." 22 

Dalam konteks otonomi daerah, pendapat Bagir Manan yang demikian patut kita renungkan, 

bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan kesadaran akan konflik kepentingan 

tersebut, dan itu sebabnya pihak penyelenggara pemerintahan seharusnya merespon konflik 

kepentingan tersebut sebagai peluang demokratisasi. 

Pertanyaan dasar yang hendak dijawab dalam bagian ini adalah, bagaimana konflik 

epentingan upaya menjamin kebebasan pers dan hak atas akses infonnasi sebagai peluang 

lam strategi demokratisasi otonomi daerah [1]. Berdasarkan catatan lapangan yang 

em~rlihatkan fcasus-kasus dominan mengenai kebebasan pers dan hak atas akses infonnasi 

i daerah, ada sejumJah strategi yang bisa dikembangkan oleh penyelenggara pemerintahan, 

ususnya pemerintahan daerah. 

ertama, menyadari posisi dan peran pers sebagai 'the fourth estate of democracy' (pilar 

mpat demokrasi). Peran pers sesungguhnya menjadi media komunikasi antara penguasa 

rakyatnya. Sehingga bagi penguasa, pers bisa dipergunakan sebagai sosialisasi kebijakan 

pada masyarakat, sedangkan bagi rakyat, pers bisa dipergunakan sebagai media partisipasi 

kontrol politik terbadap kebijakan tersebut. Meskipun sebuah negara telah mengesahkan 

rlakunya undang-undang kebebasan infonnasi publik, sarna sekati tidak berarti jaminan 

rs benar-benar akan menikmati kemerdekaannya. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, 

lum tentu pers lebih mudah memperoleh infonnasi publik. Bahkan hampir dapat dipastikan 

22 agir Manan (2010) "Kemerdekaan Pers dan Kebebasan Informasi Publik", Maja/ah Tempo, edisi 28 Juni - 4 
Ju 2010. 

73 



masih akan terjadi pertarungan untuk memperoleh infonnasi, seperti sebelum undang-undang 

itu lahir. 

Mengenai strategi ini, mengutip pandangan Bagir Manan yang menyatakan, "selama Degara 

berpendirian keterbukaan merupakan faktor yang pasti melemahkan kekuasaan publik, maka 

negara tidak mungkin memberikan kebebasan luas untuk memperoleh infonnasi, selama 

negara berpendapat publik akan menyalahgunakan infonnasi yang didapat untuk 

melemahkan kekuasaan publik, selama itu pula tidak akan ada kebebasan memperoleh 

infonnasi. Dengan perkataan lain, keterbukaan infonnasi publik berhubungan erat dengan 

kepercayaan kekuasaan publik terhadap masyarakat.2J la menambahkan, "Kalau hendak 

i1anjutkan, hubungan keperoayaan ini bertahan dalam sistem demokrasi. Selama demokrasi 

dilibatkan dan talc dijalankan atas dasar keperoayaan terhadap publik, maka demokrasi 

ekadar mekanisme mendapatkan dan memelihara kekuasaan, bukan untuk memuliakan 

ublik. Selama demokrasi hanya dipandang sebagai feDomena sosiai, maka tidak banyak 

rbedaannya dengan sistem otoriter atau kediktatoran, tennasuk membenarkan pembatasan 

tas kebebasan memperoleh infonnasi.',24 ltu sebabnya, peran pers menjadi sangat penting 

alam kehidupan bemegara yang demokratis, karena pers berkedudukan menyeimbangkan 

ekuasaan agar tak berjalan di atas keseweDang-wenangan. 

edua, pemerintah daerah dapat mendorong proses pengembangan kebebasan pers secara 

I bih bertanggung jawab melalui dukungan terhadap pekelja pers dan organisasi pers di 

erah, baik dalam bentuk senantiasa melibatkan mereka dalam pembentukan kebijakan-

bijakan strategis daerah maupun menjamin keterbukaan infonnasi sehingga masyarakat 

b sa terlibat secara lebih kuat. Peran pemerintah yang diperlukan demikian bukan tanpa 

2l Bagir Manan (2010). ibid. 
24 Bagir Manan (2010), ibid. 
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alasan, karena kalangan pers secara langsung maupun tidak langsung telah terlibat dalam 

hampir keseluruhan proses kehidupan politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya melalui 

proses Iiputan dan pemberitaan. Sehingga kalangan pers pula menjadi sumber infonnasi yang 

bisa memberikan nasihat terbaik bagi pemajuan pembangunan di daerah. 

Pelibatan pekeJja pers dan organisasi pers dalam hal ini, bisa diperluas para pihaknya. 

Pekerja pers, bisa meliputi pelibatan para jumalis, editor maupun pemimpin umum suatu 

perusahaan pers. Kapasitas yang dimiliki oleh pekelja pers pun beragam, seperti kemampuan 

dan pengetahuan mengenai isu hokum dan politik, sosial dan budaya, ekonomi, dan pula 

rkait hal-hal kewilayahan tertentu yang sangat detil. Apalagi bila suatu media bekerja pada 

natu fokus tema tertentu, seperti khusus Jiputan hokum dan politik, atau juga agribisnis dan 

usus liputan wisata. Sedangkan organisasi pers, dapat menjadi corong representasi pekerja 

rs sec;:ara lebih de~okratis, sehingga memun~ pelibatan pekerja pers dengan tetap 

empertimbangkan efektifitas partisipasi politik, terutama memperkuat perubahan 

ubstansial yang lebih baik bagi penyelenggaraan otonomi daerah. Selama in~ peran 

emerintah yang menyediakan ruangan khusus jumalis dan menempatkannya di bawah 

agian kehumasan, tidaklah lagi memadai bagi upaya mendorong otonomi daerah yang lebih 

aik. Itu sebabnya, keterlibatan pekeJja pers lebih jauh dan substansial menjadi kontrol dan 

mberdayaan politik yang efektif bagi pengembangan pembangunan di daerah. 

etiga, pemerintah daerah perlu mengupayakan pendidikan atau pelatihan tambahan bagi 

p ra birokrat, terutama bagaimana menghadapi pers sekaUgus mendalami hukum pers dan 

asasi manusia yang menegaskan jaminan kebebasan pers dan hak atas akses infonnasi. 

ya perluasan pendidikan atau pelatihan ini bisa menggunakan kesempatan untuk 
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beljaringan serta kerjasama dengan organisasi pers atau aJiansi jumalis, sehingga diharapkan 

bisa saling memahami kedudukan dan peran masing-masing pihak. 

Selama ini, pendidikan mengenai hukum pees dan hukum mengenai keterbukaan infonnasi 

publik misaloya, jarang atau bahkan tidak dilakukan sarna sekali oleh jajamn pemerintah 

daerab. Padahal, pendidikan atau pelatihan semacam ini bisa dilakukan dengan mudah dan 

murah, karena berdasarkan sejumlah wawancara lapangan, menunjukkan antusiasme para 

pekelja pees maupun Dewan Pers untuk memberikan materi pelatihan secara cuma-cuma 

(tanpa dipungut biaya) bagi aparat penyelenggara pemerintahan. Ini dimungkinkan karena 

baik pekerja pers yang tergabung dalam organisasi atau aIiansi jumalis maupun Dewan Pers 

telah memiliki program kegiatan dan komitmen untuk penyebarluasan gagasan dan infonnasi 

mengenai hokum dan jaminan kebebasan pers. 

Diharapkan dengan adanya pendidikan atau peJatihan mengenai hokum pers dan hak atas 

akses informas~ pemerintahan daerah dalam jajaran birokrasi memiliki komitmen politik 

yang sungguh-sungguh untuk lebih menghargai profesi jumalisme, serta menolak cara-cara 

para 'wartawan amplop' yang selalu mencari untong dari pemberitaan. Dengan cara begitu, 

maka setidaknya pemerintah ikut serta dalam mendorong profesionalisme pers serta 

mengembangkan sistem hubungan kerja yang lebih baik dalam memuliakan kepentingan­

epentingan publik secara lebih luas. 

eempat, penting untuk selalu mendayagunakan mekanisme penyelesaian masalah 

emberitaan media sesuai dengan UU Pers 1999, terutama menempuh mekanisme hakjawab 

an hak koreksi atas suatu pemberitaan yang merugikan pihak tertentu. Mekanisme hak 

j wab adalah mekanisme yang disediakan oleh UU Pers 1999 bagi seseorang atau 
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sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan 

berupa falda yang merugikan nama baiknya (vide: Pasall angka II). Sedangkan mekanisme 

hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan 

infonnasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain (vide: 

Pasal 1 angka 12). Bagi pers, harus memenuhi hak tersebut dengan Kewajiban Koreksi, yakni 

keharusan melakukan koreksi atau ralat terbadap suatu infonnasi, data, fakta, opini, atau 

gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan. Dalam 

penjelasan UU Pers disebutkan, bahwa dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan 

peranannya, pers menghonnati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang 

profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat. Kontrol masyarakat yang dimaksudkan 

adalah setiap orang dengan dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreks~ oleh lembaga­

lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (media watch) dan oleh Dewan Pers 

dengan berbagai bentuk dan cara. 

Mekanisme ini juga melibatkan peran Dewan Pers dalam fungsinya menyelesaikan masalah­

masalah terkait pemberitaan, terutama atas dasar pasal IS angka 2 UU Pers 1999, yakni: 

menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jumalistik serta memberikan 

pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang 

berhubungan dengan pemberitaan pers. Mekanisme yang demikian dirasakan akan lebih adit, 

terbuka dan sesuai dengan upaya untuk mengembangkan kebebasan pers sebagai peran 

penting dalam penciptaan demokratisasi daerah. Hal ini akan lebih efektif dibandingkan 

penyelesaian kasus pemberitaan media dilakukan melalui mekanisme gugatan ke peradilan 

atau melaporkan kasus pemidanaan ke kepolisian. 
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Efektifitas ini didasarkan pada sejumlah pengalaman dibandingkan penyelesaian melalui 

proses peradilan. Misalnya, kasus yang menghadapkan jumalis lawan sopir taxi. Peristiwa ini 

diawali ketika sopir taxi yang tergabung dalam Paguyuban lasa Wisata Bali (PIWB) 

melakukan sweeping terbadap taxi lainnya, dan ketika aksi berJangsung pada 7 luni 2010, 

terjadi perusakan kamera wartawan televisi.2S Namun, kasus ini berakhir dengan perdamaian, 

sehari sesudahnya. Pihak Paguyuban lasa Wisata Bali (P1WB) yang menghimpun para sopir 

menyampaikan pennohonan maaf dan bersedia mengganti kerusakan kamera wartawan 

Indosiar di Bali Riadis Sulhi. Kesepakatan damai itu tercapai dalam pertemuan di kantor 

Aliansi lumalis Independen (AJI) Denpasar, dan dihadiri oleh perwakilan PIWB, pengurus 

All Denpasar dan pengurus Ikatan lumalis Televisi Indonesia (lITI) serta Riadis Sulhi.26 Saat 

dilakukan wawancara dalam rangka penelitian ini. baik pihak All, UTI maupun PlWB 

enyatakan bahwa penyelesaian kasus dengan perdamaian sesunggubnya lebih efektif. 

eskipun demikian, mereka tidak berbarap kasus serupa terulang di kemudian hari. 

ertimbangan perdamaian ini dilakukan dengan dasar bahwa All menilai para sopir taxi perlu 

mahaman lebih jauh mengenai upaya perlindungan jumalis untuk menjalankan profesinya, 

n selain itu pennintaan maaf dan komitmen PlWB untuk mengganti kerusakan kamera 

ang diakibatkan oleh anggotanya.27 Sedangkan perdamaian ini juga dirasakan efektif oleh 

JWB, karena mereka belajar dari kesaJahan yang dilakukan anggotanya, dan proses damai 

i i justru membuat mereka tersadar dan menguntungkan daripada mereka berurusan dengan 

ihak kepolisian, kejaksaan dan proses peradilan itu sendiri. Apalagi bila proses tersebut 

akan biaya dan waktu yang sangat panjang?8 

2 Peristiwa teljadi pada 7 Juni 2010. Dua wartawan menjadi korban kekerasan para sopir taksi saat meliput 
.. weeping" taksi Blue Bird di Jalan I Gusti Ngurah Raj itu adalah dua kontributor 1V Nasional di Bali, yakni 

adis Suhli (Adi) dan Putu Jana. Aksi kasar menimpa Adi, yakni kameranya direbut dan dibanting hingga 
sak parah. Para sopir juga meminta tanda pengenal (10) Adi, serta meminta kaset rekaman. 
Kasus Penyerangan di Denpasar, Wartawan dan SopirTaksi Berdamai, Tempo Online, 8 Juni 2010. 

:l/www.temin·f.comlh I'M 010/0610 20 00608- 348 id I (diakses pada S 
ber 2010) 

27 Rofiqi Hasan (Koordinator AJI Denpasar), wawancara, Denpasar, 2S Juli 2010. 
28 Gusti (Koordinator PJWB), wawancara, Denpasar, 28 Juli 2010. 
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Tentu, tidak semua kasus pidana diselesaikan dengan cam perdamaian, melainkan proses dan 

cara tersebut berbasis pada kepentingan para pihak yang bisa menyepakati tanpa tekanan dan 

saling menguntungkan. Atas dasar inilah maka mekanisme yang ditempuh dengan 

menggunakan UU Pers justru memberikan peluang penyelesaian yang lebih sesuai dengan 

upaya membangun kebebasan pers yang lebih bertanggung jawab dan mendorong 

demokratisasi daerah. 

Kelima, sebagai konsekuensi lahirnya UU KIP 2008, maka diperlukan penyediaan sarana dan 

prasarana memadai yang siap mendukung mekanisme progresif keterbukaan akses informasi 

publik. Persoalan dasar implementasi UU KIP adalah tidak sekadar persoaJan upaya 

pemerintah daerah dalam membentuk Komisi Informasi Daerah (KID), melainkan 

enyiapkan . sumberdaya manusia serta infrastruktur kelembagaan penyelenggaraan 

merintahan yang siap menjalankan mandat keterbukaan informasi secara lebih efektif dan 

elas pertanggungjawabannya. Memang, pembentukan KID yang baru berdiri hanya di lawa 

imur dan Jawa Tengah, menunjukkan efektifitasnya dalam mengawasi penyelenggaraan 

ioan hak atas akses informasi. Meskipun demikian, itu keterbukaan ini tidakah sekadar 

rsoalan strukural, melainkan juga persoalan kultura~ dimana tumbuh berkembang budaya 

i masyarakat yang senantiasa membatasi hak-hak masyarakat untuk tabu. Apalagi bila hal 

• i dikaitkan dengan kinerja birokrasi yang buruk nan korup, bisa dipastikan hak-hak 

sebabnya, budaya keterbukaan sekaligus pertanggungjawaban penyelenggaraan 

merintahan dalam rangka otonomi daerah justru sangat penting perannya dalam mendorong 

mberdayaan masyarakat serta demokratisasi politik dan ekonomi. 
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BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Ada korelasi positif antara upaya pengembangan kebebasan pers dan hak atas akses infonnasi 

bagi proses demokratisasi otonomi daerah, karena pengembangan tersebut dapat mengawal 

sekaligus mendorong keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam sistem penyelenggaraan 

ketatapemerintahan sehingga memungkinkan peluang memperluas partisipasi politik warga 

negara di tingkat lokal. 

Keterkaitan tersebut di atas perlu didorong dengan pengembangan strategi yang efektif; yang 

menjadi saran dalam penelitian ini. Yakni: Pertama, menyadari posisi dan peran pers sebagai 

'the fourth estate 0/ democracy' (pilar keempat demokrasi). Peran pers sesungguhnya 

eqjadi media komunikasi antara peilguasa dan rakyatnya. Kedua, pemerintah daerah dapat 

endorong proses pengembangan kebebasan pers secara lebih bertanggung jawab melalui 

ukungan terhadap pekeJja pers dan organisasi pers di daerah, baik dalam bentuk senantiasa 

elibatkan mereka dalam pembentukan kebijakan-kebijakan strategis daerah maupun 

enjamin keterbukaan infonnasi sehingga masyarakat bisa terlibat secara lebih kuat. Ketiga, 

emerintah daerah perlu mengupayakan pendidikan atau pelatihan tambahan bagi para 

irokrat, terutama bagaimana menghadapi pers sekaUgus mendalami hukum pers dan hak 

i manusia yang menegaskan jaminan kebebasan pers dan hak atas akses informasi. 

eempat, penting untuk selalu mendayagunakan mekanisme penyelesaian masalah 

mberitaan media sesuai dengan UU Pers 1999, terutama menempuh mekanisme hakjawab 

an hak koreksi atas suatu pemberitaan yang merugikan pihak tertentu. Dan Kelima, 

yediaan sarana dan prasarana memadai yang siap mendukung mekanisme progresif 

terbukaan akses informasi publik. Persoalan dasar implementasi UU KIP adalah tidak 

s kadar persoalan upaya pemerintah daerah dalam membentuk Komisi Informasi Daerah 
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(KID), melainkan menyiapkan sumberdaya manusia serta infrastruktur kelembagaan 

penyelenggaraan pemerintahan yang siap menjalankan mandat keterbukaan infonnasi secara 

lebih efektif dan jelas pertanggungjawabannya. 

Penting untuk menjadi kesimpulan, bahwa tentu strategi-strategi tersebut memiliki tantangan 

empirik terkait jaminan kebebasan pers dan hak atas akses infonnasi yang sangat bergantung 

dengan bagaimana sistem penegakan hukum bekerja atau dijalankan oleh penegak hukum di 

tingkat daerah. Mesldpun hukum telah memberikan jaminan melalui undang-undang, ini 

tidak berarti pelaksanaannya akan dengan mudah dijalankan, apalagi menyangkut kasus­

us hukum yang diselesaikan melalui proses peradilan. Bagi upaya pengembangan 

ebebasan pers, tentu harus diperhatikan pula analisis reflektif dalam konsepsi Rule of Law, 

prosedural, elemen substansia~ dan elemen mekanisme 

ngawasan. 

warn isu elemen prosed ural rule of law, kebebasan pers dan hak atas akses infonnasi 

yalah sebatas memiliki aturan fonnal, yang pelaksanaannya oleh badan publik ataupun 

merintah dalam hal ini masih belum banyak dilakukan atau memberikan jaminan 

menuhannya. Tidak jalannya aturan fonnal tersebut lebih disebabkan ketidakpahaman dan 

tidaksiapan aparatur negara dalam keterbukaan infonnasi publik. 

gitu juga dalam isu elemen substantif rule of law, terutama mencennati upaya dalam 

endorong kebebasan pers dan menjamin hak atas akses infonnasi masih jauh dari yang 

d arapkan. Apalagi bila direfleksikan dengan kasus-kasus yang terjadi, lebih tertuju pada 

k inginan jumalis dan publik untuk mengetahui reneana pembuatan kebijakan publik, 

pengambilan keputusan pubJik, serta alasan 

gambilan suatu keputusan publik. 
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Ditinjau dati isu elemen mekanisme pengaw~ apa yang dilakukan baik oleh peradilan dan 

kelembagaan negara telah mulai tumbuh mengembangkan sistem penegakan hukum pers 

yang penting untuk proses demokratisasi, tennasuk mendorong keterbukaan infonnasi publik 

yang bisa berfungsi memperiuas kesadaran publik mengembangkan partisipasi 

kewargaannya. Meskipun demikian. bagaimanapun perkembangan positif dalam konteks 

elemen pengawasan, upaya sistem penegakan hukum yang lebih melindungi kebebasan pers 

dan jaminan hak atas akses informasi menjadi sangat penting diawali oleh aparat penegak 

hukum yang juga profesional, terutama kepolisian dan kejaksaan, yang menjadi ujung 

tombak perlindungan hak-hak publik sertajumalis. 

edangkan khusus mengenai UU KIP 2008, meskipun undang-undang ini telah melewati 

asa tenggang dua tahun, pemerintah sesungguhnya masih belum cukup siap 

enjalankannya. Hal tersebut dapat dinilai dari jumlah Komisi Infonnasi Daerah (KID) yang 

erbentuk di 2 dari 33 propinsi di Indonesia yaitu KID Jawa Tengah dan KID Jawa Timur, 

inimnya kesiapan hadan publik untuk melaksanakan UU KIP serta cerminan situasi belum 

istematis dan tnmsparannya akses infonnasi publik. 

engembangan ini di berbagai wilayah yang dilakukan penelitian, memang masih belum ada 

g sempuma. Hal ini disehabkan oleh: 

8erlakunya UU KIP sejak 30 April 20 I O. atau dua tabun setelah masa pengundangan UU 

KIP di tabun 2008. 

2 Keterbatasan pemahaman aparat penyelenggara pemerintaban terhadap jaminan hak atas 

akses infonnasi serta lemahnya pengetahun bagaimana harus berhadapan dengan pers 

secara lebih profesional sesuai dengan UU Pers 1999. 
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3. Minimnya inisiasi karena komibnen politik yang lebih pada personal pejabat negara, 

daripada kebijakan institusional suatu lembaga negara. 

4. PraIctek penegakan hukum yang diskriminatif disertai dengan menguatnya mafia hukum 

membuat pejabat negara merasa masih bisa semena-mena terbadap masyarakatnya, 

tennasuk kepada wartawan. 

Lebih penting lagi, bahwa persoalan jaminan hak atas akses infonnasi tidaklah sekadar isu 

pembentukan KID, melainkan pula menyiapkan sumberdaya manusia serta infrastruktur 

elembagaan penyelenggaraan pemerintahan yang siap menjalankan mandat keterbukaan 

. fonnasi secara lebih efektif dan jelas pertanggungjawabannya. Tantangannya kini bukan 

kadar jaminan instrumentasi hukum, melainkan justru membudayakan keterbukaan sebagai 

paya untuk mengembangkan demokratisasi di tingkat lokal. Dengan begitu, akan dihasilkan 

rubahan yang besar dalam proses maju demokratisasi daerah. 

entunya, ini semuanya merupakan peluang bagi penyelenggara pemerintahan daerab untuk 

I bih memperbatikan ketentuan hukum serta mendorong kebijakan berdasarkan jaminan hak­

ak asasi manusia serta hak-hak dasar warga negara pengembangan kebebasan pers dan hak 

akses infonnasi publik bagi proses demokratisasi otonomi daerah. 
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B. SINOPSIS PENELITIAN LANJUTAN 
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Sebagaimana dikemukakaan dalam bagian akhir penelitian ini, dinyatakan bahwa ada 

korelasi positif antara upaya pengembangan kebebasan pers dan hak atas akses infonnasi 

bagi proses demokratisasi otonomi daerah, karena pengembangan tersebut dapat mengawal 

sekaIigus mendorong keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam sistem penyelenggaraan 

ketatapemerintaban sehingga memungkinkan peluang memperluas partisipasi politik warga 

negara di tingkat lokaI. 

Sejumlah peluang dan strategi demokratisasi lokal melalui jaminan kebebasan pers dan hak 

atas akses infonnasi menjadi penting dicennati perkembangannya, terutama dalam konteks 

berlakunya UU Keterbukaan Infonnasi Publik tabun 2008. Undang-undang ini baru berlaku 

sejak 30 April 2010, atau dua tabun setelah masa pengundangan UU KIP di tabun 2008. 

Tentunya, berdasarkan situasi keberlakuan undang-undang yang masih bam, diperlukan 

tinjauan lebih dalam dan panjang lagi terhadap pelaksanaannya. ltu sebabnya, temuan utama 

dalam penelitian in~ memperlihatkan bahwa pemerintah daerah sesungguhnya masih belum 

cukup siap menjalankannya. Hal tersebut dapat diukur dari jumlah Komisi Infonnasi Daerah 

(KID) yang terbentuk di 2 dari 33 propinsi di Indonesia yaitu KID lawa Tengah dan KID 

Jawa Timur. minimnya kesiapan badan publik untuk melaksanakan UU KIP serta cenninan 

situasi belum sistematis dan transparannya akses infonnasi publik. 

ltu sebabnya, penelitian ini belum cukup melihat utuh pelaksanaan UU KIP, dan seharusnya 

berlanjut untuk melihat berlakunya UU KIP setelah 30 April 2010 di sejumlah wilayah 

penelitian, sehingga akan diperoleh gambaran komprehensif bagaimana sesungguhnya 

pengembangan kebebasan pers dan jaminan hak atas akses infonnasi dilakukan oleh 

penyelenggara pemerintahan di daerah. Selain itu, perlu pula kajian yang lebih luas dari 

perspektif wilayah-wilayah yang kurang memadai dari segi infonnasi, atau setidaknya yang 

selama ini terkategori tertinggal dari wilayah lainnya di Indonesia, seperti wilayah Papua, 

Nusa Tenggara dan Maluku Utara. 
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